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Transportasi online merupakan wujud dalam pengembangan potensi 
pelaksanaan hilir mudik perusahaan transportasi dengan sarana transportasi 
yang memanfaatkan gawai untuk media antara pengguna beserta 
pengemudi yang canggih memudahkan orderan maupun pembayaran, 
dalam upaya mendukung kemajuan ekonomi dan pengembangan daerah 
serta memanfaatkan progress ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan 
adanya transportasi online masyarakat memiliki berbagai pilihan 
transportasi sehingga harus menentukan pengangkutan mana yang sesuai 
dengan kebutuhan guna melakukan mobilitas. Aturan hukum pengangkutan 
darat di Indonesia Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ). 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk 
pengaturan hukum terhadap kendaraan transportasi online di Indonesia dan 
mengkaji bagaimanakah sistem perlindungan hukum asuransi pelaku usaha 
jasa transportasi online. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode Library 
Research (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang di gunakan adalah 
pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui study 
kepustakaan (Library Research) dan di analisis menggunakan metode 
analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pengaturan hukum 
terhadap kendaraan transportasi online di Indonesia di tetapkan pada 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 
jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang transportasi 
jalan, adanya kekosongan aturan hukum pada ketentuan yang di berlakukan 
dengan tidak di bentuknya rancangan pengaturan kendaraan transportasi 
online yang hingga sampai sekarang di Indonesia belum ada ketentutan 
pengaturan hukum yang spesifik yang memuat atas kendaraan transportasi 
online karena besarnya kapasitas kendaraan trasnportasi online yang 
menjadi sarana kebutuhan bagi masyarakat umum perkiraan tiap harinya 
menjadi meningkat cukup besar angkanya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua 
pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal. 








Online transportation is a manifestation of the potential development of 
the implementation of back and forth transportation companies with transportation 
facilities that utilize devices for media between users and sophisticated drivers to 
facilitate orders and payments, in an effort to support economic progress and 
regional development and take advantage of scientific and technological progress. 
With online transportation, people have various transportation options so they 
have to determine which transportation suits their needs in order to carry out 
mobility. The legal rules for land transportation in Indonesia are Law Number 22 
of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ). 
This study aims to describe the form of legal regulation of online 
transportation vehicles in Indonesia and examine how the insurance legal 
protection system for online transportation service business actors is. 
This type of research is research with Library Research method (library 
research). The approach used is a normative approach. The data collection 
technique is through library research and analyzed using qualitative data analysis 
methods. 
The results of this study indicate that the form of legal regulation of 
online transportation vehicles in Indonesia is stipulated in Law No. 22 of 2009 
concerning road traffic and transportation and Government Regulation No. 74 of 
2014 concerning road transportation, there is a legal vacuum in the applicable 
provisions. without the form of an online transportation vehicle regulation plan, 
which until now in Indonesia there are no specific legal regulatory provisions that 
contain online transportation vehicles because of the large capacity of online 
transportation vehicles which are a means of need for the general public, it is 
estimated that the number is increasing quite a lot every day. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will become 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
 
Pengangkutan online merupakan wujud dalam pengembangan 
potensi pelaksanaan hilir mudik perusahaan transportasi dengan sarana 
transportasi yang memanfaatkan gawai untuk media antara pengguna beserta 
pengemudi yang canggih memudahkan orderan maupun pembayaran, dalam 
upaya mendukung kemajuan ekonomi dan pengembangan daerah serta 
memanfaatkan progress ilmu pengetahuan dan teknologi.1 Transportasi 
online ini mempunyai banyak manfaat bagi pengguna dan penyedia jasa 
yakni membantu mengurangi rasa strees, meminimalisir resiko kecelakaan di 
jalan raya dan  lebih hemat biaya. 
Fenomena transportasi berbasis aplikasi dan online menyita banyak 
perhatian warga negara Indonesia. Meningkatnya transportasi online 
melibatkan teknologi aplikasi dari ponsel pintar yang membawa pengaruh 
besar bagi kepentingan publik dan transaksi elektronik yang termasuk dalam 
rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan rezim hukum perdata 
terkait dalam perjanjian pengangkutan orang atau barang yang dapat di lihat 





1Doni Sofyan Fajar, (2017). Roleplay Kemumetan Persaingan Transportasi Online dan 
Konvensional. http://doni-sofyan-fajar-ff17.web.unair.ac.id/artikel_detail-188003-Penugasan 
AMERTA 2017-RolePlay Kemumetan Persaingan Transportasi Online dan Konvensional.html 








Aturan hukum pengangkutan darat di Indonesia Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya 
disebut dengan UU LLAJ). Di lihat dari segi keselamatan dan keamanan 
kendaraan bermotor tidak didaftarkan kendaraan bermotor menjadi fasilitas 
angkutan publik pada peninjauan dasarnya yakni kurang memadai. Meskipun, 
ketika di lihat pada segi kepentingan publik, ojek umum maupun ojek dengan 
bantuan penggunaan gawai yang sangat berguna bagi warga Negara 
Indonesia. Dengan adanya angkutan online masyarakat memiliki berbagai 
pilihan transportasi sehingga harus menentukan pengangkutan mana yang 
sesuai dengan kebutuhan guna melakukan mobilitas.2 Tidak bisa di pungkiri 
masyarakat lebih menggandrungi transportasi online dengan menggunakan 
aplikasi smartphone. Selain menghemat waktu dan menghemat uang, banyak 
juga promo yang ditawarkan. Perubahan gaya hidup inilah yang di 
manfaatkan oleh pelaku usaha untuk memulai persaingan bisnis dalam bisnis 
angkutan online. 
Upaya pengakhiran pemutusan hubungan kerja dalam hukum 
ketenagakerjaan yang berakibat berakhirnya kewajiban dan hak antara buruh 
atau pekerja dengan pengusaha karena suatu hal tertentu.3 Setiap orang dapat 
memanfaatkan penggunaan media aplikasi pada smartphone dengan 
menggunakan kendaraan transportasi berupa transportasi online yang 
 
2Iqbal Suprayogi,”Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Online Apabila 
Terjadi Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang”, Skripsi Sarjana Hukum, Jawa Timur: 
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2018,hlm. 1. 
3Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi Revisi , Jakarta: Raja Grafindo 








berfungsi sebagai media alat angkut orang ataupun barang, yang dapat di 
panggil pada waktu kapan pun dan di mana saja. 
Istilah transportasi online biasa disebut dengan ojek online telah di 
nilai efektif menjadi angkutan umum serta dapat menghemat waktu dalam 
kegiatannya untuk menghindari kemacetan di jalan sehingga digemari 
masyarakat di kota atau desa karena dapat memudahkan penumpang agar bisa 
menjangkau lokasi. Pembisnis dalam usaha ini yakni sebuah perusahaan 
berbentuk perseroan terbatas sebagai media penghubung antara pekerja ojek 
online yaitu pengusaha dan pengemudi (driver) dan konsumen, dengan 
pembagian penghasilan 80% di berikan kepada para pekerja serta 20% di 
berikan kepada perusahaan sehingga perusahaan tidak membagikan upah 
secara berkala melainkan pekerja ojek online mendapat penghasilan pada 
setiap orderan yang masuk.4 
Peran penting LLAJ untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan 
keamanan bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan ketertiban hilir mudik 
dan transportasi jalan tentunya lebih utama dalam meningkatkan mobilitas 
sosial guna memenuhi kebutuhan berbagai macam kepentingan. Pengguna 
Lalu Lintas pastinya ingin memperoleh keamanan yang sistematis dan 
terkendali dalam mempergunakan sarana di jalan raya. Ketertiban 
memudahkan masyarakat pada terciptanya keteraturan dan kecepatan dalam 
menunjukan lokasi yang di tuju, oleh sebab itu lalu lintas adalah bentuk 
sarana yang sangat penting sehingga di terbitkan aturan hukum mengenai 
 
4Yuyun Saputri, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami 
Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”,Skripsi Sarjana Hukum, Palembang: 








Lalu Lintas. Pengguna Lalu Lintas pastinya ingin memperoleh keamanan 
yang sistematis dan terkendali dalam mempergunakan sarana di jalan raya. 
Ketertiban memudahkan masyarakat pada terciptanya keteraturan dan 
kecepatan dalam menunjukan lokasi yang di tuju, oleh sebab itu lalu lintas 
adalah bentuk sarana yang sangat penting sehingga di terbitkan aturan hukum 
mengenai Lalu Lintas. 
Pengembangan potensi LLAJ sebagai sistem transportasi nasional 
akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik karena belum maksimalnya 
pelayanan di bidang angkutan umum. Solusi alternatif bagi keberadaan 
penyedia jasa kendaraan transportasi online atas permasalahan akses 
transportasi publik seperti Go-Jek, Grab-Bike, dan Uber Taxi. Peran strategis 
Lalu Lintas yang di amanatkan oleh Undang-Undang Tahun 1945 untuk 
menyelenggarakan pembentukan nasional serta penguatan dalam negeri yang 
menjadi langkah dalam meningkatkan keselamatan publik. Agar terciptanya 
ketertiban dan kenyamanan publik bagi setiap warga Negara Indonesia wajib 
mematuhi ketertiban lalu lintas yang merupakan Kewajiban dan hak bagi 
setiap pengguna jalan. 
Terciptanya peningkatan fasilitas di bidang ketertiban, keamanan, 
kelancaran, dan keselamatan jalan sebagai wujud dari kesejahteraan 
masyarakat. Keamanan jangkauannya luas salah satu bentuk dapat kita 
artikan juga keamanan di lingkungan kita maupun keamanan dalam segi 
menggunakan jalan raya. Pembangunan jalan transportasi dalam rangka 








pengetahuan, otonomi daerah, teknologi, akuntabilitas penyelenggaraan 
warga Negara Indonesia, baik di kota maupun di desa yang menghubungkan 
antar provinsi, kabupaten maupun kota sangat pesat. Berdasarkan 
Perkembangan zaman maka di butuhkan suatu pembangunan hukum nasional 
yang efisien, kemajuan ilmu teknologi yang disesuaikan dengan aturan 
hukum lalu lintas angkutan jalan yang mengatur ketertiban di jalan raya yang 
akan di gunakan oleh kendaraan dan pejalan kaki. 
Layanan Go-Jek memberikan perlindungan hukum asuransi pada 
semua pengguna jasa kendaraan transportasi online atau lebih di kenal dengan 
sebutan Go-Jek bagi penanggung yang penyebabnya di sebabkan dari 
pelanggaran jalan di waktu penggunaan fasilitas, tujuannya agar pengguna 
jasa Go-Jek merasa aman. Hak dari konsumen sering kali di abaikan oleh 
pelaku usaha akibatnya timbul rasa sadar pada yang di rugikan yakni 
konsumen dari pengelola bisnis. Pada negara Indonesia transportasi 
berbentuk barang atau jasa terlalu signifikan agar konsisten ditingkatkan 
sebagai halnya di ketahui periode geografisnya. Jadi dalam hal asuransi, 
Undang-Undang yang mengatur pelayanan klien sudah tercantum, serta 
aturan wajib yang di tegakkan untuk memperoleh ketentuan keadilan 
terhadap pihak yang menanggung permasalahan norma terpenting pada 
jaminan perlindungan. Di aturnya substansi Perlindungan Hukum terhadap 
korban kecelakaan pengguna kendaraan transportasi online merupakan 








UU LLAJ telah menjelaskan peningkatan kebijakan asuransi 
kecelakaan jalan dan pengelolaan perusahaan asuransi kecelakaan jalan. 
Keraguan aturan dalam UU LLAJ tentang fungsi sepeda motor sebagai 
kendaraan bermotor umum, tidak langsung menyebabkan penggunaan sepeda 
motor sebagai angkutan umum terhalang. Hingga kini, industri penyedia jasa 
kendaraan umum berbasis online sebagai halnya Go-Jek dan Grab masih 
beroperasi secara normal. Hal ini berpotensi mengakibatkan permasalahan 
khususnya untuk kendaraan umum dan sepeda motor, jika terjadi kecelakaan. 
Kecelakaan ini bisa membuat rugi 2 pihak yaitu penumpang dan pengemudi. 
Produk asuransi sosial wajib untuk masyarakat oleh PT. Jasa Raharja tidak 
bisa menjamin masyarakat yang mempergunakan transportasi sepeda motor 
sebagai media umum, sebab tranportasi sepeda motor tidak terdaftar 
transportasi bermotor umum.5 Bagian terpenting Jaminan perlindungan untuk 
para pengguna dalam pengoperasian usaha angkutan umum yakni asuransi 
kecelakaan. Asuransi kecelakaan jalan mempunyai fungsi mendasar dalam 
memberikan ketentuan asuransi yang di akibatkan atas kecelakaan kendaraan 
yang terluka maupun meninggal dunia. 
Aturan tentang asuransi di Indonesia terletak dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Dagang (KUHD) dan tersusun secara khusus di dalam 
Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi pada 




5Ratna Dewi,”Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu 








asuransi varia yang di atur dalam UU.6 Ruang lingkup aturan asuransi di 
KUHD tampak amat terbatas. Ruang lingkup perlindungannya hanya 
berdasarkan akibat kerugian, kerusakan, atau kehilangan profit yang di 
harapkan bagi penanggung sebab suatu kejadian yang tidak tentu.7 Seiring 
perkembangan zaman, kemungkinan bertambahnya risiko-risiko lain kecuali 
yang ada dalam aturan KUHD. Sebab itu, dalam pengaturan UU 
Perasuransian di atur lebih khusus tentang asuransi atau pertanggungan. 
Sementara itu, target dari asuransi yakni kesehatan manusia ,jiwa dan raga, 
benda dan jasa, tanggung jawab hukum, serta segala keperluan lainnya yang 
bisa hilang, rugi, rusak atau berkurang nilainnya. Asuransi bertujuan guna 
memberi perlindungan nilai ekonomi bagi seseorang atas beragam resiko 
aktivitas.8 
Pada penyelenggaraan perlindungan resiko murni berupa 
kecelakaan, jenis asuransi yang akurat untuk di terapkan yakni asuransi 
kecelakaan diri. Jaminan resiko cacat tetap total atau meninggal dunia pada 
asuransi jenis ini karena kecelakaan.9 Meskipun, asuransi ini sekedar 
mengarah pada masyarakat yang berpendapatan, maka masyarakat kalangan 
tidak mampu relatif   kesulitan untuk mengakses atau membukukan risiko 
pada asuransi. Pemerintah menerbitkan 2 produk asuransi sosial dalam 
rencana memberi perlindungan dasar bagi masyarakat. Pemerintah sudah 
 




9Axa Mandiri, ”Asuransi Kecelakaan Diri”, https://www.axa-mandiri.co.id/produk/asuransi- 








mendirikan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) untuk menunjang pengaruh 
yang di derita korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya . 
Pemerintah membangun PT. Jasa Raharja yang bergerak di bidang 
asuransi menurut undang- undang dan peraturan pemerintah. PT. Jasa Raharja 
menyetujui iuran serta tunjangan wajib dari pemilik /pengusaha angkutan lalu 
lintas jalan dan penumpang angkutan umum dan memanifestasikan kembali 
melalui donasi asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.10Peristiwa dari safety 
pada pengendara kenyataannya begitu susah di wujudkan sebab melihat dari 
segi banyak suatu keadaan berakibat masyarakat berpendapat kurang nyaman 
dan kurang totalitas ketika masih mengendarai di lintasan. Negara Indonesia 
menjadi sebagian dari penyumbang terbesar yang banyak menelan korban 
jiwa yang di sebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor.11 Definisi 
kecelakaan yakni suatu peristiwa yang tidak terduga, yang sebelumnya tidak 
terencana yang mengacaukan proses yang sudah di rencanakan dari suatu 
kegiatan serta dapat menyebabkan kerugian baik terhadap manusia atau harta 
benda.12 
Penjelasan karakteristik pengangkutan online tidak dapat terlepas 
pada penafsiran dari definisi transportasi jalan. Pengertian atas transportasi 
online bisa di peroleh dengan menelaah definisi pada kalimat transportasi 
 
10Fahrul Rozy Nasution,”Peran dan Tanggung Jawab PT.Jasa Raharja (Persero) 
Dalam Memberikan Santunan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan’’, 
Jurnal Civil Law,Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm.2. 
11Mahendra Arga Giantama. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas 
Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online”, Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018. hlm. 10, diakses pada 
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5772, 12 Januari 2021, pukul 14:00 
12Anon,, Makalah dasar-dasar K3 Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 
Universitas Indonesia, 2004 di lihat http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi- 








jalan di satu sisi dan kata online di sisi lain.13 Di tinjau dari deskripsi di atas 
untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang perlu di 
laksanakannya tanggung jawab oleh penyedia jasa transportasi online. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan 
di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang peneliti dapat 
rumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap kendaraan transportasi 
 
online di Indonesia ? 
 
2. Bagaimanakah sistem perlindungan hukum asuransi pelaku usaha jasa 
transportasi online ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan 
di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang peneliti dapat 
rumuskan adalah sebagai berikut : 
1. Mendeskripsikan bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap 
kendaraan transportasi online di Indonesia. 
2. Mengkaji bagaimanakah sistem perlindungan hukum asuransi pelaku 




13Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja 








D. Manfaat Penelitian 
 
Manfaat penelitian yang telah peneliti lakukan terkait penelitian dengan 
judul “Perlindungan Hukum Asuransi Terhadap Kendaraan Transportasi 
Online”, di bedakan menjadi dua manfaat yaitu sebagai berikut : 
1. Secara teoritis, memberi masukan dalam pengembangan teori-teori 
hukum yang berkaitan dengan hukum pengangkutan di Indonesia 
khususnya transportasi darat di Indonesia. 
2. Secara praktis, memberi masukan dan rekomendasi yang di harapkan 
menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang membuat peraturan hukum 
terkait dengan transportasi darat secara online menurut hukum 
perlindungan asuransi di Indonesia sehingga dapat menguraikan sebuah 
ketentuan pada objek permasalahan yang di kaji. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
 
Berikut peneliti ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait 
dengan tema “Perlindungan Hukum Asuransi Terhadap Kendaraan 
Transportasi Online”. Untuk itu penelitian ini menunjuk dan menghadapkan 
peneliti yang lain, berikut peneliti paparkan : 
1. Mahendra Arga Giantama. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang 
Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online“14. Skripsi ini 
menganalisa pertanggung jawaban jaminan yang segera di dapat bagi 
pengguna untuk korban penyebab kecelakaan lalu lintas yang di 
sebabkan layanan aplikasi dan driver, serta bermaksud menelaah jalinan 
 
14Mahendra Arga Giantama. loc.cit. hlm. 10 
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konstitusi segenap kalangan yang bersangkutan. Perbedaan pengamatan 
yang di lakukan oleh peneliti dengan Mahendra terkait penyusunan teori 
hukum, peneliti memfokuskan teori hukum asuransi pada transportasi 
online dengan mengkaji dari beberapa literatur. 
2. Yuyun Saputri, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila 
Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum 
Ketenagakerjaan”.15Pada skripsi ini ada perbedaan terhadap pengamatan 
yang di lakukan oleh peneliti. Pengamatan ini peneliti memfokuskan 
terhadap kajian pokok Undang-Undang tentang perlindungan hukum 
asuransi pada kendaraan transportasi online, sedangkan pada penelitian 
terdahulu di atas fokus kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. 
3. Fantari, “Perlindungan Asuransi Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa 
GO-JEK”16. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai bagaimana 
kedudukan hukum Go-Ride Go-Jek sebagai transportasi angkutan umum 
di tinjau dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta mengkaji 
perlindungan asuransi kecelakaan pada setiap pengguna jasa Go-Ride Go-
Jek. Memahami pada uraian pengamatan terdahulu di atas ada perbedaan 
dengan pengkajian yang di lakukan oleh peneliti. Analisa Fantari tentang 
Perlindungan Asuransi Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa GO-JEK 
fokus kepada KUH Dagang (Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang) Pasal 246-308 dan aturan Undang-Undang mengenai 
 
15Yuyun Saputri, op.cit. hlm. 18. 
16Fantari, “Perlindungan Asuransi Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa GO-JEK”,Skripsi 
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penyelenggaraan usaha asuransi. Pengamatan yang di lakukan oleh 
peneliti lebih mengembangkan kajian dasar penelitian terdahulu yaitu 
mengkaji beberapa peraturan pemerintah, peraturan hukum lainnya, 
konsep hukum, serta literatur. 
Pada kesimpulannya adalah dari ketiga penelitian tersebut masih ada 
kekurangan pada setiap versinya. Penelitian ini membahas secara mendetail 
mengenai Perlindungan Hukum Asuransi Terhadap Kendaraan Transportasi 
Online untuk lebih di kembangkan lebih lanjut oleh peneliti. 
 
F. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini yakni Library Research (penelitian 
kepustakaan). Penelitian kepustakaan yakni metode pengolahan bahan 
atau data yang di perlukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian 
tersebut yang berupa literature kepustakaan, buku, catatan, dokumen, 
majalah, jurnal, maupun berbagai sumber hasil dari penelitian 
terdahulu.17 Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena 
menggunakan data sekunder berupa bahan literatur kepustakaan yang di 
peroleh dengan memanfaatkan semua informasi untuk di teliti. 
2. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yakni pendekatan 
Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di 
 
17Rina Hayati, 2019, Penelitian Kepustakaan (Libarary Research), macam dan cara 
menulisnya,diakses pada https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/pada tanggal 13 
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lakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka dari penulis 
untuk menemukan norma hukum, teori hukum, asas hukum, maupun 
doktrin- doktrin hukum yang terkait dengan masalah yang di teliti oleh 
peneliti.18 Pada pengamatan ini, peneliti menggunakan pendekatan 
normatif guna untuk menelaah lebih dalam mengenai perlindungan 
hukum asuransi terhadap kendaraan transportasi online. 
3. Sumber Data 
 
Sumber data yang di gunakan oleh peneliti yakni data sekunder. Data 
sekunder adalah perubahan data dari sumber pertama untuk di jadikan 
literatur penunjang yang berupa bahan hukum maupun dari buku yang 
berkaitan, majalah, tabloid, serta segala informasi yang ada dalam dunia 
maya terkait pembahasan masalah oleh peneliti dalam penelitian ini.19 
Untuk mengumpulkan data pada pengamatan ini, peneliti 
mempergunakan dua jenis bahan hukum yakni : 
a. Bahan Hukum Primer 
 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif yakni bahan hukum yang memuat otoritas.20 Seperti 
Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang dan peraturan 
hukum lainnya. Bahan hukum yang di gunakan dalam 
menganalisis permasalaahan ini adalah : 
 
 
18Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004. hlm. 14. 
19Ibid., hlm. 15 








1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Tentang Sistem Ekonomi 
Indonesia. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 
1320 dan Pasal 1338 ayat (1) Tentang Syarat Sah Perjanjian. 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 
 
a) KUHD Pasal 1 angka 1, Angka 5, Angka 6 Nomor 7 
Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 
b) KUHD Pasal 4 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan. 
c) KUHD Pasal 20 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan. 
d) KUHD Buku I Bab X Pasal 302 s.d Pasal 308 Tentang 
Asuransi jiwa. 
e) KUHD Pasal 246, Pasal 251, Pasal 255 s.d Pasal 260, 
Pasal 268, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 280, Pasal 284, 
Pasal 304, Pasal 305, Pasal 603, Pasal 606, Pasal 615 
Tentang Pembuktian Adanya Perjanjian Asuransi. 
f) KUHD pasal 256 Tetang Polis Asuransi. 
 
4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 
a) Pasal 1 angka 3,angka 7,angka 9, angka 10 Undang- 









b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
c) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Tanggung Jawab Pembinaan dan 
Pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sesuai 
Tugas Pokok dan Fungsinya. 
d) Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
BAB VI Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
e) Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Bagian Kesatu Jenis Dan Fungsi Kendaraan. 
f) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bagian 
Ketiga Paragraf 3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, Dan 
Hak Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 
g) Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Bagian Kedua Kewajiban Menyediakan Angkutan 
Umum. 
h) Pasal 189 dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Bagian Kesebelas Kewajiban, Hak, Dan 
Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum. 
i) Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 BAB XI Keamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas 








j) Pasal 237 dan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Bagian ketiga Kewajiban Dan Tanggung 
Jawab. 
k) Pasal 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 BAB XX Ketentuan Pidana. 
l) Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 1 angka 5 Nomor 74 
Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. 
m) Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) 
Nomor 74 Tahun 2014 BAB III Kewajiban Penyediaan 
Angkutan Umum. 
n) Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 121 Nomor 74 Tahun 
2014 BAB XIV Sanksi Administratif. 
o) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1980 
Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi 
Kerugian “Jasa Raharja” Menjadi Perusahaan Perseroan 
(Persero). 
p) Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 79 Nomor 74 Tahun 
2014 BAB VIII Pengusahaan angkutan. 
q) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 
2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna 









5) Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2014 Tentang Perasuransian. 
6) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik., 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Pasal 19 ayat (1) 
dan (2) jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
 
Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang akan 
menyajikan uraian tentang bahan hukum primer. Pada 
pembahasan ini peneliti menerapkan bahan hukum sekunder 
seperti pendapat para pakar hukum, literatur, jurnal hukum, buku- 
buku, dan artikel- artikel yang terikat dengan hukum.21 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang di terapkan dalam penelitian 
hukum ini adalah study kepustakaan (Library Research), yaitu akumulasi 
data dengan melaksanakan study pengkajian mengenai literatur, buku- 
buku, catatan serta laporan yang ada kaitannya dengan permasalahan 





21Amirudin- Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2012, hlm.30. 








maupun sumber yang di jadikan bahan dalam penulisan penelitian ini.23 
Fungsi dari study pustaka pada dasarnya adalah mengembangkan konsep 
atau teori yang menjadi ketentuan study dalam penelitian.24 Tujuan utama 
dari penelitian hukum study pustaka adalah menafsirkan aspek teoritis 
maupun aspek manfaat praktis.25 Pada penelitian hukum normatif, di 
laksanakan dengan maksud menyajikan alasan hukum menjadi subjek 
penentu apakah sebuah perkara sudah benar ataukah salah dan sebaiknya 
bagaimana penyelesaian permasalahan itu berdasarkan hukum.26 Bahan 
hukum (data sekunder) memiliki ruang lingkup yang luas mencakup 
dokumen resmi, buku perpustakaan, artikel, jurnal, karya ilmiah, 
ketentuan Undang-Undang, dan dokumen ada berkaitan dengan informasi 
pembahasan.27 
5. Metode Analisis Data 
 
Metode analisis yang di gunakan adalah dengan menggunakan 
metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yakni tata 
cara mengutamakan berdasar segi penafsiran secara akurat mengenai 
sebuah persoalan di bandingkan meninjau perkara perihal menganalisa 
 
 
23Ari Dermawan, ”Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut 
UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan”, Doktrina: Journal of Law, 
volume 3, Nomor 1, April , 2020, hlm. 80. 
24V.Wiratna Sujarweni,Metodeologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014, 
hlm. 57. 
25Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: 
Bumi Aksara, 2013, hlm.33. 
26Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm.36. 
27Hanifah Sartika dan Amalia,”Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan 
Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk kepentingan Masyarakat”, Jurnal Pembangunan 








penyamarataan.28 Bahan hukum sekunder di uraikan oleh peneliti secara 
kualitatif untuk memberikan solusi pada penelitian ini mengenai ke 
dalam bentuk kalimat yang terancang secara urut sehingga di berikan 
pemahaman serta deskripsi yang spesifik sesuai dengan rumusan masalah 
yang di buat oleh peneliti untuk kemudian di tarik kesimpulan pada 
pembahasan skripsi ini. Bahan pengamatan yang selesai terangkum tentu 
di uraikan menyesuaikan menurut aturan undang-undang yakni 
berkenaan membandingkan pada realita yang jelas di penerapannya.29 
G. Sistematika Penulisan 
 
Rencana penulisan skripsi ini akan di susun dalam 4 (empat) bab yang saling 
berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang 
masalah, permasalahan yang akan di cari jawabannya, tujuan penelitian yang 
merupakan jawaban dari permasalahan yang di angkat, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian. 
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan membahas mengenai 
landasan teoritis dan kerangka pemikiran yang menguraikan tentang 
pengertian, pengaturan hukum, perundang-undangan, perlindungan hukum 
asuransi, transportasi online. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan memuat 
mengenai gambaran bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap 
 
28Ibid., hlm. 26. 
29Sri Mamudji, Metode dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum 








kendaraan transportasi online di Indonesia menurut hukum pengangkutan 
yang berlaku serta bagaimanakah sistem perlindungan hukum asuransi yang 
efisien dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa 
transportaasi online menurut hukum perlindungan asuransi di Indonesia. 
Bab IV Penutup. Bab ini akan memuat simpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah di kemukakan 








A. Gambaran Umum Asuransi 
 
1. Pengertian Asuransi 
 
Menurut bahasa Belanda asuransi disebut verzekering yang artinya 
pertanggungan.30 Sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah “assure” artinya 
menanggung dan “assurance” artinya tanggungan.31 Asuransi atau 
pertanggungan yaitu kesepakatan antara dua pihak ataupun lebih, dengan 
mana pihak penanggung mewajibkan pada tertanggung, dengan mendapat 
premi asuransi, untuk memberi pengalihan terhadap tertanggung, sebab 
kerusakan, kerugian dan kehilangan laba yang di inginkan, atau jaminan 
hukum terhadap pihak ketiga yang bisa jadi di derita tertanggung, yang 
berakibat pada sebuah kejadian yang tidak tentu atau untuk memberi sebuah 
pelunasan yang berdasar dari wafat atau hidupnya seseorang yang di 
pertanggungkan.32 
Pada filsafat asuransi merupakan sebuah perjanjian antara nasabah 





30Dzulkifli Umar dan Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya : Grahamedia Press, 2012, Hlm. 
72. 
31I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika., 
2006, Hlm.75. 
32Helda Sihombing,”Pengertian Asuransi Menurut Para Ahli, Jenis, dan Istilahnya’’, 
diakses pada https://lifepal.co.id/media/pengertian-asuransi-secara-umum-dan-menurut-para- 








perpindahan dari nasabah pada perusahaan asuransi.33 Definisi asuransi 
menurut para ahli C.Arthur William Jr. dan Richard M. Heins berdasar segi 
pandang, yakni34 : secara ekonomi, asuransi yaitu sebuah pengontrol pada 
kerugian financial yang di laksanakan penanggung. Sedangkan secara 
hukum, asuransi yaitu sebuah kesepakatan dua orang atau lebih atau 
lembaga menghimpun dana untuk menangani kerugian finansial. Pengertian 
asuransi dari beberapa uraian di atas dapat di tarik unsur-unsur yang ada 
dalam asuransi, antara lain35 : 
1) Adanya pihak tertanggung (pihak yang keperluannya di 
pertanggungkan). 
2) Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang 
mempertanggungkan akan mengganti rugi). 
3) Adanya kontrak asuransi (antara penanggung dantertanggung). 
 
4) Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan (yang di bebankan dari 
tertanggung). 
5) Adanya kejadian tertentu yang kemungkinan bisa terjadi. 
 
6) Adanya dana premi yang di bayar dari penanggung pada 
tertanggung (facultative). 
7) Keperluan yang tampak akan memperoleh kerugian akibat kejadian 




33Andi Saputra,’’Hukum Asuransi’’, di akses pada 
http://balianzahab.wordpress.com/hukum-asuransi/ pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 12.00 
34Ibid. 
35Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), 





Perkembangan manusia yang memerlukan tolak ukur pada 
kebersamaannya untuk hidup sesamanya supaya tidak timbul perselisihan 
kepentingan atas perbedaan pendapat perihal keteraturan. Tolak ukur untuk 
karakter negara tersebut disebut dengan kaidah atau norma. Dasar di bentuknya 
Undang-Undang hukum asuransi yaitu sebagai bentuk wujud dari masyarakat 
agar makmur dan adil sesuai pada UUD 1945 serta amanat pancasila.36 
1. Jenis-Jenis Asuransi 
 
Perusahaan asuransi menerbitkan program penggolongan asuransi 
menyesuaikan resiko dan fokus bagi mereka. Peristiwa ini membagi bentuk 
beragam risiko yang di lingkupi dari jenis kebijakan yang akan bergilir 
memperbolehkan perusahaan asuransi agar mencegah potensi kerugian dan 
menentukan premi yang tepat. Penggolongan jenis-jenis asuransi secara 
umum, sebagai berikut : 
a. Asuransi Jiwa 
 
Asuransi jiwa di atur dalam KUHD Buku I Bab X Pasal 302- 
Pasal 308 KUHD. Menurut Purwosutjito, mengatakan bahwa asuransi 
jiwa yaitu kesepakatan yang dilakukan timbal balik antara penutup 
(pengambil) asuransi pada penanggung, dengan mana penutup 
(pengambil) asuransi melibatkan diri sewaktu proses pertanggungan 
melunasi biaya premi terhadap penanggung, meski penanggung sebagai 
risiko langsung dari wafatnya orang yang jiwanya di pertanggungkan 
 
36Febri Repi,”Kepastian Hukum Pembayaran Polis Asuransi Nasabah Yang Sudah Jatuh 
Tempo Pada Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2014”, Lex Administratum 





atau sudah lewat jangka waktu yang telah di sepakati, di wajibkan (diri) 
agar melunasi sejumlah uang tertentu pada orang yang di tunjuk dari 
penutup (pengambil) asuransi untuk peminatnya.37 
Ada 2 (dua) jenis asuransi jiwa yaitu kehidupan jangka (Term 
Life) dan seumur hidup (Whole Life). Asuransi Term Life hendak 
memberi perlindungan bagi batas waktu yang di tentukan mulai dari 1, 
5 dan 10 tahun. Dana premi bisa hangus di akhir tempo, tetapi pada 
anggaran tanggungan produk asuransi ini dapat membuat jauh lebih 
besar. Sementara itu, asuransi Whole Life dapat memberi bentuk 
perlindungan selama hidup. Hal ini pastinya menimbulkan nilai premi 
menjadi lebih mahal di bandingkan dengan asuransi term life. Jika si 
pemegang polis tidak wafat saat masih terikat kontrak asuransi, jadi ia 
bisa mengklaimnya dengan dana pertanggungan yang jumlahnya lebih 
kecil.38 
b. Asuransi Kesehatan 
 
Asuransi ini bisa di kelompokan pada jenis asuransi yang 
paling mudah serta dapat di jumpai di semua rumpun masyarakat. 
Asuransi kesehatan secara umum di serahkan dari instansi di mana 
tempat seseorang bekarja atau perusahaan. Contoh asuransi kesehatan 
yang bisa di tentukan yaitu asuransi rawat inap di rumah sakit dengan 2 
 
37Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 
2015. Hlm.195-196. 
38Magline, (2016). Macam Macam Asuransi Yang Ada di Indonesia. di akses pada 








(dua) bentuk jenis perlindungan, yaitu perlindungan pada sistem kartu 
dan perlindungan pada sistem pengembalian (reimbursement). Jenis 
bentuk perlindungan yang pertama dalam artian apabila pihak 
pemegang polis di opname atau rawat inap, jadi sistem pelunasan bisa 
di laksanakan hanya dengan membuktikan kartu provider, kemudian 
terhadap pihak asuransi yang akan melunasi semua anggaran obat, 
kunjungan dokter, operasi, rumah sakit, serta biaya lainnya. 
Perlindungan dengan proses pengembalian (reimbursement) 
mewajibkan pemegang polis agar melunasi lebih dahulu semua 
anggaran sakit dan setelah itu melangsungkan klaim terhadap 
perusahaan asuransi.39 
c. Asuransi Kendaraan 
 
Asuransi kendaraan adalah suatu hasil produk asuransi umum. 
Jenis asuransi satu ini pernah membuat maju saat ada kejadian 
kericuhan pada bulan Mei Tahun 1998 akibat kejadian tersebut 
menghasilkan ketertarikan pada masyarakat akan pemegang kemitraan 
proteksi bagi transportasi yang melonjak secara berlebihan. 
Asuransi kendaraan yang sangat terkenal di Negara Indonesia 
yaitu jenis bentuk asuransi mobil yang focus pada tanggungan cedera 













di timbulkan dari si tertanggung. Asuransi ini serta dapat melunasi 
kerusakan dan kehilangan transportasi bermotor tertanggung.40 
d. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti 
 
Tujuan dari asuransi kepemilikan rumah yakni menjaga pemilik 
rumah terhadap kerugian yang ada kaitannya dengan tempat tinggal 
mereka, asuransi properti pribadi melindungi saat kerusakan dan 
kehilangan, barang-barang tertentu kewenangan milik pribadi.Jika 
terjadinya bahaya kecelakaan terhadap rumah anda semacam kebakaran 
dan bahaya kecelakaan lainnya, asuransi ini tergolong juga dapat 
melindungi serta memberi kemudahan. 41 
e. Asuransi Pendidikan 
 
Asuransi pendidikan yaitu salah satu jenis bentuk asuransi yang 
sangat terkenal pada waktu ini. Asuransi pendidikan merupakan suatu 
jenis bentuk asuransi untuk menanggung kehidupan, dan khusus untuk 
anak-anak yang akan meneruskan pendidikan menjadi agar menjadi lebih 
baik.42 Misalnya, pihak orang tua yang mengasuransikan pendidikan 
anak. Akan halnya dengan dana premi yang wajib di lunasi oleh peserta 






40Nita Sitorus. Jenis-Jenis Asuransi Di Indonesia, apa saja ?. Di akses pada 
https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/jenis-jenis-asuransi pada tanggal 








Pada dasarnya asuransi pendidikan menjanjikan 3 (tiga) fungsi pokok yang 
pasti di peroleh kelak, yakni fungsi investasi, perlindungan, dan manfaat 
berkesinambungan. Fungsi investasi, saat pihak yang menanggungkan 
melunasi premi pada perusahaan asuransi, lalu beberapa dana premi yang 
anda lunasi tentu di investasi dan di kelola kepada perusahaan asuransi, 
kemudian premi tersebut bisa di investasikan padasekitar instrument 
investasi, contoh di investasikan di reksadana saham. Setelah itu pihak 
yangmenanggungkan tentu mendapat beberapa anggaran oleh perusahaan 
asuransi untuk menjamin kepentingan pendidikan anak yang kurang lebih 
sesuai pada perjanjian atas polis asuransi. 
f. Asuransi Bisnis 
 
Asuransi jenis ini merupakan fasilitas layanan perlindungan bagi 
yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan beban rugi yang di derita 
oleh bisnis usaha yang di kelola oleh seseorang dengan sejumlah dana 
yang besar yang memungkinkan dapat terjadi kapan saja.43 Asuransi 
bisnis ini memberi penggantian terhadap dampak kerusakan yang timbul 
atas musibah yang menimpa seseorang terbut seperti kebanjiran, tanah 
longsor, tsunami, letusan gunung berapi, kekeringan, abrasi, gempa 
bumi, angin topan serta angin puting beliung hingga kericuhan dan 
kekacauan. Profit yang di tawarkan asuransi bisnis oleh perusahaan 
asuransi umumnya ada beraneka ragam sebagai halnya jaminan fasilitas 







yang diberikan secara menyeluruh bagi semua karyawan hingga paket 
perlindungan health insurance untuk seluruh karyawan dan proteksi 
investation dan bisnis. 
g. Asuransi Umum 
 
Asuransi umum (general insurance) yaitu jenis asuransi yang 
memberikan perlindungan mengenai bahaya risiko akan beban rugi yang 
di tanggung dan hilangnya profit serta peranan jaminan hukum terhadap 
selaku pihak ketiga. Asuransi umum ini memiliki garansi yang bersifat 
tenggang waktu yaitu jangka pendek (umumnya kurang lebih dalam 
waktu 1 (satu) tahun). Penggolongan asuransi umum di bagi menjadi 
beberapa jenis, sebagai berikut44 : 
(1) Social Insurance atau jaminan sosial : asuransi jenis ini yaitu 
asuransi yang berhak dan wajib di miliki kepada setiap 
individu maupun masyarakat yang tujuannya agar setiap 
individu mempunyai pertanggungan atau jaminan di hari tua. 
Pelunasan sejumlah biaya yang telah di tentukan oleh 
perusahaan asuransi yang di laksanakan secara paksa, seperti 
seseorang yang di potong upahnya pada setiap bulannya. 
(2) Voluntary Insurance atau asuransi sukarela : asuransi jenis ini 
yaitu asuransi yang di laksanakan secara relawan. Asuransi 
jenis ini dapat di kelompokkan lagi dalam 2 (dua) 







pemerintah. Asuransi pemerintah atau government insurance 
adalah asuransi yang di kelola dari pemerintah, sedangkan 
asuransi komersial atau commercial insurance adalah asuransi 
yang di fokuskan untuk memberi arah perlindungan terhadap 
setiap individual maupun keluarga dan perusahaan oleh 
ancaman resiko bahaya yang memungkinkan bisa terjadi 
karena peristiwa yang tidak terduga. 
h. Asuransi Kredit 
 
Asuransi kredit (credit insurance) yaitu perlindungan yang di 
berikan akibat dari bahaya resiko ketidak berhasilan oleh debitur untuk 
membayar akomodasi credit atau cash loans (pinjaman tunai) contohnya 
trade credit atau kredit perdagangan, modal kerja, dan lain sebagainya.45 
Pada bidang perkreditan yang memiliki keterkaitan sangat erat pada jasa 
perbankan. Credit adalah suatu dukungan layanan pinjaman dana berupa 
angsuran atau cicilan dana yang di alokasikan dari bank atau oleh badan 
financial sebagai pihak yang memberikan credit untuk nasabahnya. 
Credit insurance ini memiliki suatu sasaran tujuan yaitu memproteksi 
bank dan badan financial lainnya terhadap kesempatan tidak 
mendapatkan kembali credit yang di pinjam oleh nasabah dan menunjang 
keringanan untuk memberi petunjuk dan credit security (keamanan 







Indonesia di amanahkan oleh pemerintah pada PT. Asuransi Kredit 
Indonesia. 
i. Asuransi Kelautan 
 
Asuransi kelautan atau marine insurance adalah jenis asuransi yang 
merupakan di khususkan pada bidang kelautan yang bermanfaat untuk 
memastikan pengirim yang mengangkut dan pemilik kargo.46 Bahaya 
risiko yang memungkinkan dapat terjadi kapan saja hingga terwujud jenis 
asuransi ini yaitu dengan terlukanya penumpang, rusaknya kapal dan 
rusaknya kargo. Asuransi kelautan atau biasa di sebut asuransi angkatan 
laut merupakan jasa angkutan laut yang di pergunakan untuk 
mengalihkan bahaya resiko yang bermanfaat baik bagi diri kita serta 
barang bawaan. Pemanfaatan penggunaan jasa yang berkaitan dengan 
kapal dilibatkan dalam jenis asuransi kelautan ini untuk pengiriman 
barang. Ada sejumlah faktor yang dapat berpengaruh dalam biaya yang 
telah di tentukan dari perusahaan asuransi pada asuransi jenis ini yaitu 
barang yang di gunakan sebagai jaminan, bahaya resiko yang di 
jaminkan, pengiriman, ekspedisi, pengemasan dan pemuatan barang. 
j. Asuransi Perjalanan 
 
Asuransi jenis ini atau travel insurance memiliki manfaat secara 
totalitas tidak jauh berbeda pada manfaat asuransi biasa menjadi salah 
satu wujud sistem perlindungan terhadap nasabah pada batas waktu yang 
pendek yaitu semasa pembeli premi sedang melangsungkan perjalanan 
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sampai pulang kembali.47 Fungsi dan proteksi yang bisa di peroleh dari 
mempunyai jaminan travel insurance seperti memperoleh perlindungan 
dan menjamin dana bagi korban kecelakaan yang di derita pembeli 
premi, bantuan biaya santunan bagi korban yang mengalami musibah 
kecelakaan pribadi, penyelamatan medis, pengembalian jenazah, bantuan 
biaya perawatan dan penyembuhan, sampai perlindungan akan barang 
bawaan yang mempunyai bahaya risiko kerusakan maupun kehilangan. 
 
 
B. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Asuransi 
 
1. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Asuransi 
 
Di lihat dari aspek ekonomi, asuransi adalah suatu bentuk kesepakatan 
pertanggungan akibat risiko atas kerugian yang dapat terjadi terhadap pihak 
lain.48 Berdasarkan Abdulkadir Muhammad, menyampaikan bahwa tujuan 
asuransi yaitu antara lain49 : 
a) Pengalihan Risiko 
 
Tertanggung mengetahui bahwa terlihat peringatan bahaya pada aset 
miliknya serta akan jiwanya. Apabila bahaya tersebut menerpa aset dan 
jiwanya, dia bisa mengalami rugi material atau korban jiwa atau cacat 
raganya. Secara ekonomi kerugian material atau korban jiwa atau cacat 
raganya dapat berpengaruh terhadap alur hidup seseorang atau ahli 
 
47Ibid. 
48Teti Purwanti. Yuk,kenali pengertian Asuransi dalam Ekonomi di Indonesia. Di akses 
pada https://www.cekaja.com/info/yuk-kenali-pengertian-asuransi-dalam-ekonomi-di- 







warisnya. Asuransi sebagai perangkat pengalihan risiko yang mempunyai 
arti asuransi bisa di gunakan untuk salah satu wahana unik yang 
menyelenggarakan perpindahan risiko, di mana risiko tertanggung di 
alihkan pada penanggung perpindahannya di laksanakan terhadap sebuah 
kesepakatan.50 
Tertanggung pada perihal ini selaku pihak yang sedang 
menanggung risiko ancaman bahaya yang bisa terjadi di waktu kapan 
saja merasa keberatan. Tertanggung menyelenggarakan asuransi agar 
teralihkannya ancaman bahaya risiko yang bisa mengancam jiwanya atau 
aset, guna meminimalisir ataupun meniadakan tanggungan penanggung 
risiko ancaman bahaya tersebut. Dengan melunasi beberapa jumlah biaya 
yang sudah ditentukan dari perusahaan asuransi (penanggung) atau 
perusahaan reasuransi lalu telah di sepakati dari pemegang polis untuk 
bisa di lunasi menurut perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, 
semenjak itu juga risiko ancaman bahaya teralihkan pada penanggung. 
Jika waktunya telah usai tenggang waktu asuransi tidak terjadi kejadian 
yang dapat membuat rugi, jadi penanggung mempunyai keuntungan serta 
dapat memperoleh dan merasakan biaya yang di tentukan dari perusahaan 
asuransi (penanggung) atau perusahaan reasuransi dan telah di sepakati 












perjanjian reasuransi yang sudah di peroleh oleh tertanggung.51 
 
b) Pembayaran Ganti Kerugian 
 
Kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian dalam hal ini, 
bahwa tidak adanya permasalahan bagi resiko yang ditanggung dari 
penanggung. Pada penerapannya, kecelakaan yang mengancam itu tidak 
tentu benar-benar hendak terjadi. Hal ini mengundang peluang baik 
kepada penanggung dalam menghimpun premi yang di lunasi dari 
sejumlah tertanggung yang melibatkan diri kepadanya.52 Apabila suatu 
waktu adanya insiden kejadian yang mengakibatkan kerugian (risiko 
berubah menjadi rugi), makaterhadap tertanggung yang berkaitan hendak 
di biayai dana kerugian yang seimbang dengan jumlah asuransinya.53 
Jadi dalam pelaksanaannya, kerugian yang disebabkan tersebut bersifat 
kurang lebih tidak seluruhnya berupa total kerugian. Dengan begini, 
tertanggung menyelenggarakan asuransi yang tujuannya agar mendapat 
pelunasan ganti kerugian yang benar-benar di deritanya. 
c) Pembayaran Santunan 
 
Asuransi memiliki tujuan yaitu akan menjamin masyarakat dalam 
melindungi dari risiko kecelakaan yang menimbulkan kematian atau 
cacat tubuh dengan melunasi sejumlah premi, tertanggung berhak 
mendapat keamanan perlindungan dari risiko bahaya. Jenis asuransi ini 
 
51Andre Kurniawan (ed),”4 Tujuan Asuransi,Kenali Jenis dan Manfaatnya agar Tak 
Dirugikan”, Di akses pada https://m.merdeka.com/jabar/4-tujuan-asuransi-kenali-jenis-dan- 
manfaatnya-kln.html?page=2 pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 11.21. 
52 Herry Ramadhani,”Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di 








umumnya di sebut asuransi sosial. Asuransi   jiwa dan asuransi kerugian 
di selenggarakan menurut perjanjian bebas atau bisa juga secara relawan 
antara tertanggung dan penanggung. Namun, dalam aturan Undang- 
Undang yang menyusun asuransi bersifat wajib memiliki artian yaitu 
keterkaitan tertanggung dengan penanggung oleh sebab itu peran 
peraturan Undang-Undang bukan karena perjanjian yang disepakati.54 
Tertanggung yang melunasi dana subsidi tersebut yakni mereka 
yang berkaitan terhadap sebuah peraturan Undang-Undang yang telah di 
atur, contohnya keterkaitan kerja penumpang transportasi umum. Jika 
mereka mengalami risiko bahaya kecelakaan pada pekerjaannya atau 
pada waktu angkutan beroperasi. Mereka atau ahli warisnya akan 
mendapat dana sumbangan dari penanggung (BUMN) yang totalnya 
sudah di atur Undang-Undang yaitu sebagai pelindung kepentingan 
masyarakat, dan mereka yang tertimpa bahaya akan di berikan dana 
sumbangan sejumlah uang.55 
(d) Kesejahteraan Anggota 
 
Apabila seseorang terhimpun pada sebuah kelompok dan melunasi 
iuran pada perkumpulan, maka kelompok itu berperan sebagai 
penanggung. Sementara itu kelompok perkumpulanlah yang memiliki 
posisi sebagai tertanggung.Apabila terjadi kejadian yang menimbulkan 
kerugian atau kematian terhadap anggota (tertanggung), kelompok 
 





hendak melunasi sejumlah uang pada anggota (tertanggung) yang 
terlibat. Sesudah di tinjau secara akurat, asuransi saling menanggung 
tidak bisa di kelompokan ke dalam asuransi murni, meski saja 
mempunyai unsur-unsur yang menyerupai dengan asuransi kerugian atau 
asuransi sejumlah dana.56 
Manfaat asuransi tidak hanya sebagai badan pengayoman atau 
memberi perlindungan pada objek asuransi, melainkan sebagai sara 
investasi khususnya bagi asuransi sejumlah uang.57 
Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa “sebuah kesepakatan asuransi 
wajib di laksanakan dengan tertulis di sebuah akta yang di namakan 
polis”. Berasaskan penjelasan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, polis 
pada kesepakatan asuransi tidak merupakan syarat mutlak, melainkan 
sebagai alat bukti.58 
Polis asuransi yaitu isi dalam kesepakatan asuransi. Bagian di 
dalamnya sudah tercatat secara jelas kewajiban dan hak oleh pihak 
penanggung dan tertanggung. Prosedur dan syarat pengajuan klaim 
apabilaterlaksana kejadian yang di asuransikan, prosedur dan sistem 
pelunasan premi dari pihak tertanggung, dan perihal lain yang di duga 
penting.59 Berdasarkan teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang 
 
56Ibid. Hlm. 15. 
57Soeisno Djojoseodarso. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko AsuransiEdisi Revisi. 
Jakarta : Salemba Empat, 2003. Hlm. 89. 
58Man Suparman Sastrawidjaja. Hukum Asuransi. Bandung : Alumni., 2004. Hlm. 144. 
59Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), 





berbeda dari kontrak biasa, pada kontrak biasa di butuhkan paraf 
terhadap pihak yang melaksanakan kontrak. Walaupun pada kontrak 
asuransi, penawaran atau offers dari perusahaan asuransi yaitu surat 
penawaran yang terus di tindaklanjuti pada di terbitnya polis, sementara 
itu tanda terima dari tertanggung yakni pengesahan proposal, perintah 
penerbitan polis serta pelunasan premi.60Berikut isi polis termuat pada 
pasal 256 KUHD (kecuali asuransi jiwa): 
a) Hari pengerjaan perjanjianasuransi. 
 
b) Nama tertanggung, bagi diri sendiri ataupun bagi pihak ketiga 
 
c) Keterangan yang jelas tentang objekasuransi. 
 
d) Total yang di pertanggungkan. 
 
e) Risiko yang di bebankan olehpenanggung. 
 




h) Lazimnya segala situasi yang harus terlihat dari penanggung dan 
semua syarat yang telah di sepakati oleh pihak pihak yang 
bersangkutan. 
Polis wajib menetapkan isi polis pada beragam asuransi yang di 
selenggarakan sebelumnya dengan ancaman batal apabila tidak di daftarkan 
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Berdasarkan aturan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa wajib di 
laksanakan dengan tertulis dalam bentuk akta yang di namakan polis. Pada 
ketetapan pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa mencantumkan : 
a) Hari di selenggarakan asuransi 
 
b) Nama tertanggung 
 
c) Nama orang yang jiwanya di asuransikan 
 
d) Ketika sedang di mulai dan berakhirnya risiko 
 
e) Jumlah asuransi 
 
f) Premi asuransi 
 
Akan halnya, tentang konsep jumlah serta ketentuan syarat asuransi 
sama sekali bergantung terhadap kesepakatan antara kedua pihak (Pasal 305 
KUHD). 
Pada paparan yang telah di jelaskan di atas, jadi peneliti berpandangan 
bahwa polis asuransi adalah alat bukti yang membuktikan adanya perjanjian 
asuransi yang di selenggarakan dari para pihak yang mencantumkan seluruh 
kewajiban serta hak terhadap pihak tertanggung dan penanggung, objek 
yang di asuransikan, dan sebagainya, dimana polis asuransi secara umum 
memuat perjanjian baku yang sudah di buat secara sepihak dari 
penanggung, berdasarkan ini perusahaan asuransi. 
2. Syarat dan Asas-Asas Perlindungan Asuransi 
 





Asuransi terbentuk berdasar pada sebuah kesepakatan. Perjanjian 
di anggap sah berdasarkan aturan hukum perdata termuat perjanjian 
asuransi, antara lain di buktikan pada terpenuhinya syarat mengenai 
sahnya sebuah kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 
KUHPer, yakni persetujuan umum, kewenangan, objek tertentu dan 
kuasa yang halal. Syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi adalah sebagai 
berikut : 
1.) Ada persetujuan kehendak(consensus) 
 
Tertanggung dan penanggung setuju membuat perjanjian 
asuransi. Persetujuan tersebut pada dasarnya , meliputi61 : 
a) Benda yang menjadi objekasuransi. 
 
b) Pengalihan risiko oleh pembayaranpremi. 
 
c) Evenemen dan gantikerugian. 
 
d) Syarat-syarat khusus asuransi. 
 
e) Dibuat secara tertulis yang disebutpolis. 
 
Berdasar pada pasal 259 dan Pasal 260 KUHD, pengadaan 
kesepakatan antara penanggung dan tertanggung bisa 
terlaksana secara langsung maupun tidak langsung. Di 
laksanakan secara langsung artinya kedua belah pihak 
menyelenggarakan kesepakatan asuransi tanpa melalui 
perantara. Di laksanakan secara tidak langsung artinya kedua 
belah pihak menyelenggarakan kesepakatan asuransi melalui 
 










Kedua belah pihak penanggung dan tertanggung mempunyai 
kewenangan untuk melaksanakan perbuatan yang sudah di 
sepakati oleh aturan Undang-Undang. Kewenangan bertindak 
terbentuk atas kewenangan yang sifatnya objektif dan 
subjektif.62Kewenangan objektif mempunyai arti tertanggung 
memiliki terikat sah dengan objek asuransi karena benda 
tersebut merupakan kekayaan haknya sendiri.63 Sedangkan 
Kewenangan subjektif mempunyai arti kedua belah pihak 
sudah dewasa, pikiran sehat , tidak berada di bawah perwalian 
dan pemegang kuasa yang sah.64 
Penanggung merupakan pihak yang sah mewakili industri 
asuransi berdasar pada anggaran dasar perusahaan. Apabila 
asuransi yang di laksanakan bertujuan bagi keperluan pihak 
ketiga lalu tertanggung yang menyelenggarakan asuransi itu 
memperoleh kuasa atau verifikasi dari pihak ketiga yang 
terkait. 
3.) Objek Tertentu 
Objek tertentu pada kesepakatan asuransi yakni hak objek yang 
di asuransi berupa kepentingan yang menyangkut pada aset 
 
62Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2002, Hlm. 20. 






maupun berupa jiwa atau raga manusia.65 Objek tertentu 
berupa aset dan kepentingan yang menyangkut pada aset 
termuat pada perjanjian kerugian asuransi. Sedangkan objek 
tertentu berupa jiwa atau raga tercantum pada perjanjian 
asuransi jiwa. Definisi objek tertentu yakni identitas objek 
asuransi tersebut wajib jelas. Apabila berupa aset, wajib jelas 
aset apa, berupa ukuran dan jumlah, apa mereknya, buatan 
mana, dimana letaknya, berupa nilainya, dan sebagainya. 
Apabila berupa jiwa atau raga, wajib jelas atas nama siapa, 
berapa umurnya, apa kaitan dengan keluarganya, dimana 
alamatnya, dansebagainya. 
4.) Kausa yang halal 
 
Kausa yang halal maksudnya yakni isi perjanjian asuransi tidak 
di larang aturan Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban 
umum dan kesusilaan.66 Tujuan penanggung dan tertanggung 
berdasar kausa halal yakni berpindahnya risiko atas objek 
asuransi yang adil pada pelunasan premi.67 Jadi, kedua belah 
pihak yang berprestasi, tertanggung melunasi premi dan 
penanggung mendapat peralihan risiko atas objek asuransi. 
Jika melunasi premi maka risiko beralih. Jika premi tidak di 
lunasi, maka risiko tidak beralih. 
 
65Ibid. 
66Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta : Citra Aditya 
Bakti, 2001, Hlm. 81. 





Adanya 4 (empat) syarat sah yang sudah di paparkan, 
Abdulkadir Muhammad pun mengimbuhkan sebuah syarat 
suatu kontrak (kesepakatan) yaitu dengan adanya notification. 
Notification di cantumkan sesuai syarat dengan meninjau 
aturan Pasal 251 KUHD mengenai notification, yaitu 
tertanggung harus menginformasikan pada penanggung akan 
situasi objek asuransi. Maksudnya untuk syarat perihal 
kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, maka 
wajib adanya notification situasi objek yang jelas. Bilamana 
teledor maka asuransi selaku batal demihukum.68 
Akibat kesepakatan terlaksana berlandaskan sebuah 
perjanjian, maka mendorong sebuah tanggung jawab terhadap 
penanggung dan tertanggung agar mematuhi ketetapan Pasal 
1320 KUHPer terhadap perjanjian asuransi yangdi buat 
menjadi sah. Selanjutnya tertanggung pun wajib meninjau 
adanya syarat pemberitahuan, di mana tertanggung harus 
menginformasikan pada penanggung tentang situasi objek 
asuransi secara jelas. 
 
 
(2) Asas-Asas Perlindungan Asuransi 
 
Bisnis perasuransian, pada asuransi kerugian dan asuransi jiwa 
mempunyai prinsip yang menjadi patokan untuk semua pelaksanaan 
 





aktivitas perasuransian di manapun berada. Asas-asas hukum asuransi 
disebut juga prinsip dasar asuransi yakni norma atau ketentuan hukum 
perasuransian yang menjadi patokan dan jiwa-jiwa peraturan hukum 
perasuransian. Asas-asas asuransi yaitu sebagai berikut69 : 
1) Prinsip kepentingan yang di asuransikan 
 
Prinsip ini merekomendasikan agar sebuah kontrak asuransi bisa 
terselenggara, maka objek yang di asuransikan tersebut tentu 
merupakan sebuah keperluan yang bisa di asuransikan, yaitu 
keperluan yang tentu bisa ternilai dengan uang, bisa di ancam dari 
sebuah bahaya serta tidak terkecuali pada Undang- 
Undang(berlandaskan pasal 268 KUHD).70 Menyesuaikan pada 
ketentuan aturan Undang-Undang yang sah, lalu kepentingan 
tersebut tercatat menurut prinsipnya wajib sudah jelas pada waktu 
kontrak asuransi di sahkan. 
2) Itikad baik 
 
Prinsip ini menerangkan bahwa pihak tertanggung hendaklah 
transparan yang artinya dia wajib mengatakan segala hal yang 
signifikan yang berhubungan pada objek yang di asuransikan 
tersebut.71 Apabila terdapat laporan yang tidak transparan atau 
tidak valid sedangkan laporan sangat penting, maka andaikan 
perusahaan asuransi mengidentifikasi lebih dahulu, dia tidak 
 
69Nanda Indrawati,”Penerapan Asas keadilan Dalam Polis Asuransi kendaraan 
Bermotor dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata”, Skripsi Sarjana Hukum, 
Yogyakarta : Universitas Atma Jaya , 2014, hlm. 6. 
70Man Suparman Sastrawidjaja, op.cit.,Hlm. 49. 
71Munir Fuady, op.cit., Hlm. 257. 
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bersedia menjaminnya, walaupun tertanggung dengan itikad bak, 
membawa risiko atas gagalnya kontrak asuransi tersebut (sesuai 
keputusan KUHD). 
3) Indemnitas (Principle of Indemnity) 
 
Prinsip ini adalah salah satu prinsip yang signifikan terhadap 
asuransi ganti kerugian. Adanya prinsip ini menjadi pembanding 
antara asuransi dengan perjudian. Indemnitas merupakan nilai ganti 
rugi sama pada jumlah beban yang di derita.72 Asas keseimbangan 
yaitu asas penting sebab akibat yang dialihkan pada penanggung di 
sesuaikan pada total premi yang di lunasi dari tertanggung. 
4) Asas Subrogasi 
 
Prinsip subrogasi di atur pada ketentuan pasal 284 KUHD yaitu 
sebuah prinsip yang merupakan konsekuensi yang mendasar 
terhadap prinsip indemnitas. Melihat tujuan perjanjian asuransi 
yaitu membiayai ganti rugi, jadi tidak selayaknya bilamana 
tertanggung karena sebuah kejadian yang tidak di inginkan 
membuat diuntungkan. Pada hukum asuransi, andaikan tertanggung 
telah memperoleh hak ganti rugi oleh penanggung, dia tidak dapat 
lagi memperoleh hak dari pihak ketiga yang telah memicu kerugian 
itu. Hak kepada pihak ketiga itu beralih terhadap penanggung yang 
sudah membayar ganti rugi terhadap tertanggung.73 Selanjutnya 
prinsip-prinsip yang umum sah untuk sebuah perjanjian asuransi, 
44 






kemudian Munir Fuady mengimbuhkan 2 (dua) prinsip pada 
asuransi, yaitu : (1) Subrogasi bagi kepentingan penanggung. 
Prinsip ini menerangkan bilamana sebab alasan apapun kepada 
objek yang sesuai dengan pihak tertanggung mendapat ganti 
kerugian oleh pihak ketiga, lalu prinsipnya tertanggung tidak dapat 
memperoleh ganti kerugian 2 (dua) kali, sehingga ganti kerugian 
oleh pihak ketiga menjadi hak penanggung (perusahaan asuransi).74 
(2) Perjanjian bersyarat. Perjanjian bersyarat contohnya perjanjian 
asuransi di sebut perjanjian pada syarat tangguh yang artinya 
sebuah syarat bahwa apabila kelak timbul kejadian tertentu 
(contohnya kebakaran), lalu sejumlah dana ganti kerugian hendak 
di lunasi dari penanggung. Namun, jika kejadian tersebut tidak 
terlaksana, jadi ganti kerugian tersebut tidak di bagikan.75 
 
C. Gambaran Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Diri Dan Asuransi 
Kecelakaan Terhadap Penumpang Transportasi Umum. 
1. Asuransi Kecelakaan Diri 
 
Ketentuan peraturan Undang-Undang pada pasal 1 angka (6) bisnis 
usaha dalam jaminan asuransi berisi “perusahaan jaminan asuransi jiwa 
merupakan perusahaan yang mengajukan rekomendasi jasa terhadap 
pengendalian bahaya resiko yang melibatkan seseorang yang hidup 
maupun hilangnya nyawa seseorang yang menjaminkan pada asuransi” 
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Pada ketentuan peraturan Undang-Undang bisnis usaha jaminan asuransi 
tidak mengemukakan pernyataan pengertian secara khusus perihal 
jaminan asuransi kecelakaan diri, oleh sebab itu jaminan asuransi 
kecelakaan diri adalah satu kesatuan yang merupakan bagian dari bisnis 
asuransi jiwa. Perihal tersebut bisa di amati dari ketetapan aturan 
Undang-Undang pasal 4 huruf (b) bisnis usaha jaminan asuransi. 
Jaminan bisnis asuransi jiwa memiliki sifat yang mendasar yaitu 
memberikan perlindungan kepada financial affairs yang di sebabkan atas 
kecemasan korban mengenai hilangnya efisiensi dalam memperoleh 
penghasilan yang di akibatkan saat mengalami kecelakaan, kecelakaan 
yang berakibat kematian. Jaminan perlindungan tersebut bisa di dapatkan 
pada badan perusahaan jaminan asuransi jiwa.76 
Jaminan asuransi bagi kecelakaan diri yaitu sebuah jaminan 
asuransi atau garansi penanggungan yang mengajukan rekomendasi atas 
perlindungan pada korban yang mengalami musibah kecelakaan maut, 
cacat yang mengakibatkan seseorang mengalami hilang fungsi sebagian 
dari tubuhnya,serta seluruh dana mulai dari penyembuhan dan perawatan 
korban sebagai halnya yang disebabkan akan keadaan korban kecelakaan, 
musibah kecelakaan yang tiba-tiba datang begitu saja, yang mungkin bisa 
dari luar berupa tindakan penganiayaan fisik dan kebrutalan yang dapat 
terjadi kapan saja berakibat cedera di bagian tubuh dan trauma yang 
cukup mendalam oleh korban, pada korban menyisakan luka di bagian 
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tubuh sehingga oleh ilmu kedokteran semestinya bisa di cari tahu bagian 
letak dan sifatnya, tidak tergolong masuknya bakteri penyakit maupun 
viruske tubuh kecuali jika bakteri penyakit masuk pada penderita dengan 
melalui tubuh yang sedang mengalami cedera yang di sebabkan oleh 
musibah kecelakaan yang sudah terjadi.77 
Jaminan asuransi kecelakaan diri atau personal accident 
insurance yaitu tergolong pada aspek jaminan asuransi kerugian(loss 
insurance) yang termasuk dalam asuransi kerusakan atau asuransi umum 
bisa juga diklasifikasikan pada insurance an amount of money (asuransi 
sejumlah uang) dalam bahasa belanda verzekeringsbedrag.78Jaminan 
asuransi kecelakaan diri di pandang temasuk bagian dari wujud insurance 
an amount of money sebab yang akan di lunasi sebagai ganti rugi jika 
terjadinya sebuah musibah kecelakaan (terutama pada korban yang 
mengalami hilangnya nyawa) yaitu beberapa jumlah biaya yang telah di 
sepakati.79 
Berikutnya, faktor yang wajib di penuhi pada asuransi 
kecelakaan diri yang telah dijelaskan oleh afrianto budi mengenai definisi 
bahaya “kecelakaan” pada paparan di atas, yaitu80 : 
(a) Sumber bahaya kecelakaan yang datang harus secara mendadak. 
 
Datangnya sumber   bahaya   kecelakaan   tersebut   harus   secara 
 
77Afrianto budi,”Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri”, di akses pada . 
http://www.akademiasuransi.org/2012/10/pengertian-asuransi-kecelakaan-diri.html pada 
tanggal 29 Mei 2021, pukul 14.00 
78Fantari, op. cit., Hlm. 30. 
79Reny Aswita,”Asuransi Kecelakaan Diri Terhadap Wisatawan Di Daerah Objek 





mendadak meskipun dampaknya baru terlihat dan dapat di rasa atau 
terjadi ketika sesudah terjadinya bahaya kecelakaan yang 
mengakibatkan korban cedera. Umumnya di dalam keadaan polis 
di tentukan jangka waktu tunggu atau masa tunggu (waiting period) 
lamanya 12 (dua belas) bulan, sehingga jika mengakibatkan 
hilangnya nyawa atau cacat yang mengakibatkan seseorang 
mengalami hilang fungsi sebagian dari tubuhnya sebagai dampak 
dari musibah bahaya kecelakaan yang telah di pertanggungkan 
polis baru terjadipada waktu 12 (dua belas) bulan sesudah musibah 
bahaya kecelakaan berlangsung, pasti akan tetap di tanggung. 
(b) Sumber bahaya kecelakaan yang datang harus dari luar. 
 
Perihal ini sebagai upaya dalam menggolongkan faktor pemicu 
yang sampai ke dalam badan manusia, seperti : bakteri penyakit 
maupun virus. 
(c) Sumber bahaya kecelakaan yang datang harus kekejaman dan 
kejahatan. 
Sumber bahaya kecelakaan yang datang tersebut harus berupa 
unsur kekejaman dan kejahatan baik chemical hardness(seperti 
keracunan) ataupun physical crime (seperti pengaruh hantaman). 
(d) Sumber bahaya kecelakaan yang datang harus real dan jelas. 
 
Perihal ini sebagai upaya dalam menggolongkan faktor pemicu 
yang terjadi secara unreal atau tidak nyata, contohnya dampak dari 







(e) Sumber bahaya kecelakaan yang datang harus take place dan tidak 
rentan terpengaruh terhadap faktor yang lain. 
Sumber bahaya kecelakaan harus langsung yang artinya bahaya 
kecelakaan tersebut secara langsung harus menyentuh bagian badan 
manusia dan tidak rentan terpengaruh terhadap faktor yang lain 
artinya tidak berpengaruh terhadap faktor yang menyebabkan dan 
dapat membesarkan akibat yang sewaktu-waktu bisa terjadi. 
(f) Sumber bahaya kecelakaan yang datang harus tidak terencana atau 
secara di sengaja. 
Sebab perihal yang di rencanakan atau secara di sengaja, tentu bisa 
di tetapkan sebagai dampak yang mungkin terjadi. Demikian 
perihal ini melanggar pada definisi jaminan asuransi berdasarkan 
hukum yang mengacu pada Undang-Undang pasal 246 KUHD, 
yaitu melindungi dan memberi penyelamatan bagi bahaya risiko 
yang tidak pasti tersebut dapat terjadi kapan saja. 
(g) Dampak musibah bahaya kecelakaan harus real seperti cedera di 
badan 
(h) Cedera di badan tersebut harus bisa diautopsi dari medical science 
 
(i) Keterlibatan antara akibat dan sebab tidak boleh terhenti. 
 
Akan halnya mengenai pemberian jenis pertanggungan yang akan di 
alokasikan pada jaminan asuransi bagi kecelakaan diri, yaitu : 





Jika seseorang pada suatu ketika mengalami musibah kecelakaan 
yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia, oleh karena itu 
selaku pihak perusahaan akan melunasi anggaran dana donasi 
tersebut setara dengan biaya uang jaminan yang telah terdaftar pada 
polis. 
2. Donasi pada korban yang mengalami cacat tetap 
 
Cacat tetap diatas berartidimana kondisi hilangnya fungsi bagian 
organ tubuh yang secara langsung berlanjut atau tidak segera di 
laksanakan perawatan dan pengobatan yang dapat menyebabkan 
hilangnya potensi kekuatan tenaga pada pekerja untuk memenuhi 
kewajibannya dalam mata pencahariannya, sehingga pada bagian 
anggota organ tubuh yang telah cacat tidak bisa dikendalikan 
seluruhnya.81 
Resiko yang di pertanggungkan perihal yang mencakup dalam 
penentuan suku premi atau premium rates terhadap jaminan 
asuransi yang dipertanggungkan bagi musibah kecelakaan diri 
adalah profesi atau mata pencaharian, umur,riwayat penyakit 
(history of disease). 
2. Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Transportasi Umum. 
 
Pengelolaan bisnis usaha transportasi umummelibatkan asuransi 
kecelakaan yang merupakan bagian yang signifikan dalam proses tahap 
 
 
81Asterina Evina Andini,”Perlidungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Yang 
Mengalami Cacat Akibat Kecelakaan Kerja”, Skripsi Sarjana Hukum, Jawa Timur: 





pengoperasian. Aturan Undang-Undang pasal 237 Nomor 22 Tahun 2009 
menegaskan bahwa wajib bagi badan perusahaan transportasi umum agar 
menyetujui prosedur jaminan asuransi kecelakaan yang di rencanakan oleh 
selaku pihak perusahaansebagai bentuk perwujudan tanggung jawab terhadap 
pertanggungan asuransi untuk korban kecelakaan. 
Berikutnya pada Undang- Undang pasal 239 Nomor 22 Tahun 2009 
menguraikan bahwa program jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas yang 
dikembangkan oleh pemerintah pada transportasi jalan dan sebagai tujuan 
tersebut, badan perusahaan jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas yang di 
bentuk oleh pemerintah dan transportasi jalan sebagaimana berdasar pada 
aturan Undang-Undang yang berlaku. Menurut ketentuan aturan yang di buat 
oleh pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 mengenai sebuah pembaruan wujud 
dari badan perusahaan umum jaminan asuransi kerugian jasa raharja sebagai 
persero (perusahaan perseroan), badan perusahaan jaminan asuransi bagi 
korban kecelakaan lalu lintas dan transportasi jalan yang di jelaskan pada 
ketentuan aturan Undang-Undang pasal 239 Nomor 22 Tahun 2009 yaitu PT. 
Jasa Raharja (Persero). 
Ketertiban yang di selenggarakan pada ketetapan aturan Undang-Undang 
pasal 239 Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan upaya perwujudan dalam 
peran perusahaan transportasi mengenai pertanggungan asuransi terhadap 





persetujuan izin pada bisnis usaha transportasi.82 
 
Jaminan asuransi yang di wajibkan bagi penumpang dan barang sesuai 
aturan yang berlaku pada ketetapan Undang-Undang pasal 239 Nomor 22 
Tahun 2009 yaitu ketetapan yang sifatnya mengikat yang berupa perintah atau 
imperatif maupun berdasarkan dari perspektif hukum pidana, di antaranya : 
a. Ketentuan peraturan Undang-Undang pada pasal 309 Nomor 22 
Tahun 2009 menjelaskan bahwa seseorang yang enggan menjamin 
asuransi tanggung jawabnya terhadap pengalihan dana ganti rugi 
yang di tanggung dari penumpang, pengangkutan barang, maupun 
selaku pihak ketiga, berlandaskan yang dijelaskan pada pasal 189 
di pidana dengan ancaman hukuman pidana kurungan penjara 
paling lama maksimal 6 (enam) bulan dan atau di kenakan sanksi 
paling banyak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah). 
b. Ketentuan peraturan Undang-Undang pada pasal 313 Nomor 22 
Tahun 2009, seseorang yang enggan menjamin asuransi tanggung 
jawab kerangka transportasinya dan penumpangnya berdasarkan 
menurut pasal 237 di pidana dengan ancaman hukuman pidana 
kurungan penjara paling lama maksimal 6 (enam) bulan dan atau di 
kenakan sanksi paling banyak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta 
lima ratus ribu rupiah). 
Selanjutnya dari segi hukum pidana, terdapat perspektif dari hukum 
 
 
82Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar 





perdata yang berlandaskan ketentuan peraturan Undang-Undang 
pada pasal 191Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang 
‘Tanggung jawabnya perusahaan bisnis transportasi umum pada 
keseluruhan dana yang di rugikan oleh si tertanggung yang di 
timbulkan terhadap semua perbuatan setiap orang saat sedang di 
pekerjakan pada aktifitas pelaksanaan transportasi berlangsung”. 
 
 
D. Gambaran Umum Kendaraan Transportasi Online 
 
1. Definisi Transportasi Online 
 
Transportasi online adalah suatu jasa transportasi media internet yang 
bisa terakses melalui aplikasi yang terdapat pada handphone, perihal ini di 
sebabkan kemjuan jaman dan perkembangan ilmu teknologi yang meningkat 
maju dengan cepat.83 Sistem transportasi di laksanakan dengan tujuan supaya 
aturan pada proses transportasi penumpang dan barang bisa di realisasikan 
pada kondisi yang terbaik dalam waktu dan ruang yang telah di tinjau dengan 
aspek kesejahteraan, keamanan, kemajuan, dan efisiensi akan biaya serta 
waktu. Pelaksanaan sistem transportasi memiliki keterlibatan dengan kemajuan 
sebuah daerah yang pastinya dapat memajukan taraf hidup warga pada sebuah 
daerah tertentu. Sistem informasi ini merupakan bagian integration dan fungsi 





83Soden. Transportasi Online Adalah ?: Pengertian,Tujuan, Manfaat Dan 
Mekanisme. Di Akses pada https://syarifsoden.blogspot.com/2020/12/transportasi-online- 





transportasi di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu84 : 
 
(1) Sistem Transportasi Udara 
 
Yaitu sebuah perwujudan keterlibatan dan ketergantungan antara 
penumpang, barang, sarana serta prasarana ruang di darat dan di 
udara yang berhubungan dalam bentuk pemindahan berupa orang 
maupun barang yang mencakup pada susunan secara baik dari yang 
alamiah atau yang tiruan. 
(2) Sistem Transportasi Laut 
 
Yaitu sebuah perwujudan keterlibatan dan ketergantungan antara 
penumpang, barang, sarana serta prasarana ruang darat dan laut yang 
berhubungan dalam bentuk pemindahan berupa orang maupun 
barang yang mencakup pada susunan secara baik dari yang alamiah 
atau yang tiruan. 
(3) Sistem Transportasi Darat 
 
Yaitu sebuah perwujudan keterlibatan dan ketergantungan antara 
penumpang, barang, sarana serta prasarana ruang daratyang 
berhubungan dalam bentuk pemindahan berupa orang maupun 
barang yang mencakup pada susunan secara baik seluruh jenis 
transportasi beserta beraneka macam moda transportasi yang di bagi 
ke dalam : 
1. Transportasi jalur raya 
 
2. Transportasi jalur rel 
 
 
84RudiAzisdanAsrul, Pengantar SistemdanPerencanaanTransportasi, Yogyakarta : 





3. Dan lain sebagainya. 
 
Transportasi menurut Fidel Miro., di artikan sebagai sebuah upaya 
menggerakan, mengangkut, memindai, atau di alihkannya suatu objek pada 
suatu lokasi ke lokasi yang lain, di mana lokasi lain ini objek tersebut lebih 
berguna akan tujuan spesifik.85 Apabila diamati pada definisi tersebut yang 
telah di jelaskan oleh objek yang di maksud bisa berwujud orang atau barang. 
Bila di hubungkan pada definisi online di atas, jadi yang di maksud 
transportasi online yaitu penyajian layanan sarana fasilitas jasa transportasi 
berbasis internet pada pergerakan aktifitas bisnis transaksi, mulai dari 
pembayaran, ordering, peninjauan lintasan, serta penilaian pada fasilitas 
layanan jasa itu sendiri. Perkembangan transportasi online akhir-akhir ini 
seperti menjadi oasis di pusat belum optimalnya sarana fasilitas layanan 
transportasi umum. Eksistensi fasilitator jasa transportasi online semacam 
Grab-Bike, Go-Jek, dan Uber Taxi memperoleh respon positif oleh publik serta 
sebagai penyelesaian alternatif mengenai persoalan akses angkutan publik.86 
Di lihat pada aspek keselamatan dan keamanan dalam aturan UU LLAJ 
memang tidak mendaftarkan sepeda motor sebagai alat kendaraan transportasi 
publik pada penilaian spesifiknya yaitu tidak memadai dari segi keselamatan. 
Meskipun bila diamati dari segi kepentingan umum, baik angkutan 
konvensional maupun angkutan berbasis online lebih di perlukan publik. 
 
85Fidel Miro. Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana Dan Praktisi, 
Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 4. 
86Geistiar Yoga Pratama, Suradi, dan Aminah,”Perlindungan Hukum Terhadap Data 
Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia 
Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, 





Keistimewaan jasa kendaraan transportasi dengan memanfaatkan kecanggihan 
teknologi informasi ini di antaranya yaitu biaya retribusi yang transparan 
dengan sistem pembayaran yang simple dan mudah untuk di jangkau, 
personalitas driver yang bisa di dapati atau di temukan. Jalur perjalanan yang 
dapat terpantau dengan aman lewat via aplikasi transportasi online yang di 
hubungkan pada perangkat berbasis android atau ponsel genggam dan fasilitas 
yang diberikan secara gratis yaitu masker dan penutup kepala yang sangat 
wajib diberikan dari pengemudi pada penumpang.87 
Sistem mekanisme angkutan online yaitu jujur dan tidak menghalangi 
persaingan bisnis usaha tidak ada kapasitas dominan pada bisnis usaha 
transportasi online saat merealisasikan serta kualifikasi pasar misalnya 
kualifikasi tindakan penerapan pengendalian pasar yang di jalankan sebuah 
perusahaan atau yang di sebut monopoli, dan persaingan bisnis usaha yang 
tidak efektif. Pembisnis angkutan online lainnya tidak di halangi untuk 
memasuki pasar angkutan online lainnya yang berkeinginan hendak masuk 
berperan serta dalam pasar transportasi online. Teruji secara jelas hingga tak 
terhitung banyaknya jumlah bisnis usaha transportasi online baik roda 2 (dua) 
maupun roda 4 (empat) yang dalam perkembangan zamannya semakin 
meningkat dan kian merajalela di beberapa kota.88 
Aspek keamanan yang di sediakan oleh pembisnis transportasi online 
 
darat untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui mekanisme 
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antara lain aplikasi menyajikan dengan menyiapkan fitur-fitur online yang 
mengelola daftar keseluruhan pengemudi, memantau perjalanan semua 
pengemudi serta mengakomodasi pelayanan pada konsumen dengan 
mengusahakan para pengemudi supaya mematuhi tata tertib jika membuat 
kecewa misalnya memutuskan untuk tidak memberi pelayanan yang baik bagi 
konsumen tanpa adanya penjelasan alasan yang pasti. Fitur-fitur online yang 
tersedia dalam aplikasi diciptakan agar pengemudi merasa aman,nyaman, dan 
perusahaan yang menyelenggarakan bisnis aplikasi online juga menyiapkan 
layanan asuransi bagi korban kecelakaan meski jumlah nilainya terbatas.89 
2. Transportasi Online di Negara Indonesia 
 
Pada perkembangan teknologi di Indonesia saat ini, ojek berbasis media 
aplikasi online sedang berkembang pesat dan maju. Publik lebih mengambil 
pilihan untuk memakai jasa yang di sediakan oleh perusahaan ojek online 
sebab sistem pemesanan ojeknya yang gampang, tarif dana yang di kenai lebih 
terbuka, dan pelayanannya juga sangat memadai. Apalagi ojek online tidak 
sekedar memberi pelayanan jasa untuk mengantar penumpang ke area lokasi 
yang di tuju saja, para ojek online merekomendasikan pelayanan sebagai kurir 
pengirim barang, atau kepentingan yang lain maupun pemesanan karcis 
bioskop. Ojek online yang sudah beroperasi di Indonesia di antaranya : 
(a) Go-Jek 
 
Adalah pelopor media aplikasi ojekonline yang ada pada 
 









sarana yang di berikan oleh perusahaan ojek berbasis media online 
yang sampai dengan sekarang ini menjadi yang tertinggi di Negara 
kita. Semenjak dengan adanya keberadaan Go-Jek yang meningkat 
maju, mulai bermunculan berbagai media aplikasi ojek online 
lainnya yang berdatangan atau mulai terlihat. Media aplikasi yang 
di tingkatkan kemajuannya oleh Nadiem Makarim ini menyajikan 
berbagai layanan di antaranya GO-RIDE (di gunakan untuk 
mengantar penumpang ke area lokasi yang di tuju), GO-FOOD (di 
gunakan untuk memesan makanan yang di harapkan dari user, GO- 
TIX (di gunakan untuk memesan karcis bioskop atau tontonan 
pementasan lainnya, GO-SEND (di gunakan untuk mengantar 
barang) dan GO-MART (di gunakan untuk membeli apa saja sesuai 
keperluan user media aplikasi GO-Jek). 
(b) Grab Bike 
 
Grab adalah media aplikasi yang memberi fasilitas pelayanan yang 
berupa grab car dan merupakan salah satu competitors cukup besar 
untuk Go-Jek. Grab Bike memberi rekomendasi berupa sistem 
pembayaran dengan tunai, credit card, mobile wallet.Serupa 
dengan Go-Jek, Grab Bike jiga sering kali mempromosikan banyak 
penawaran yang fantastis dan biaya yang dikenai relatif terbuka 
pada saat melakukan pemesanan ojek online. Layanan grab juga 
menyediakan media aplikasi berbasis fasilitas sarana Grab Car 





gunakan untuk mendapatkan taksi konvensional yang dekat di 
lokasi keberadaan anda), Grab Bike (di gunakan untuk pemesanan 
jasa ojek online), dan Grab Express (fasilitas jasa layanan yang 
digunakan untuk mengirim dokumen dan paket). 
(c) Maxim 
 
Adalah jasa sarana ride-sharing dari rusia yang telah berlangsung 
dengan proses kinerja di berbagai negara, di antaranya Indonesia, 
Fasilitas jasa pelayanan maxim yang melibatkan ojek online yang 
telah masuk dalam metropolitan di wilayah Negara Indonesia 
seperti DKI Jakarta dan pada kota Balikpapan provinsi Kalimantan 
Timur. Maxim memberi penawaran 2 (dua) opsi biaya yang di 
kenai pada pengguna yaitu ekonomi yang relatif sesuai dengan 
kantong dan sangat nyaman. Maxim juga memberi rekomendasi 
sistem pembayaran dengan tunai ataupun non-tunai. Berhubungan 
dengan biaya yang dikenai maksim menjadi bagian dari persaingan 
fasilitas penyedia jasa ojol terkenal contohnya Grab dan Go-Jek 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap Kendaraan Transportasi Online di 
Indonesia 
Pengangkutan sudah di tentukan dasar hukumnya pada Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 beserta sistematika penerapannya. Sebagai halnya 
mengenai uraian pada pertimbangan yang menjadi dasar ketentuan keputusan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan 
memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan peningkatan 
pembangunan dan integritas nasional yang menjadi bagian dari usaha 
meningkatkan pengembangan keselamatan dan ketentraman masyarakat sesuai 
yang atur dalam Undang-Undang Negara Indonesia 1945. Peraturan 
transportasi nasional merupakan bagian dari lalu lintas dan angkutan jalan yang 
wajib di majukan potensi dan fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan, 
keamanan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk upaya dalam 
menyelenggarakan peningkatan pembangunan ekonomi dan peningkatan 
pembangunan otonomi daerah, teknologi dan ilmu pengetahuan, serta tanggung 
jawab penyelenggara negara. 
Pembaharuan transportasi online sesungguhnya merupakan sebuah 
situasi yang tidak pernah terpikirkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan pemerintah serta pejabat pemerintah. Dalam dunia akademisi terdapat 








hukum selalu tertinggal atau peningkatan kemajuan masyarakatnya berada 
selalu satu langkah lebih di depan dalam aturan hukum yang ada’’. Perihal 
tersebut keberadaan transportasi online yang tidak memiliki dasar hukum 
efektif dalam pembangunannya yang menjadi kontroversi publik. 
Perkembangan transportasi jalan online pada umumnya merupakan 
peningkatan kemajuan dalam dunia komunikasi dan transportasi internasional 
dan terutama di negara Indonesia. Di tinjau dari semakin majunya inovasi, 
semakin berkembang dan maju pula bentuk ataupun jenis transportasi dan 
komunikasi yang terdapat di masyarakat yang tidak bisa terlepas pada 
kemajuan sains serta teknologi terhadap peningkatan berkembangnya dunia 
transportasi serta komunikasi. 
Pada perjanjian kemitraan terdapat dasar keterkaitan antara driver atau 
pengemudi dengan perusahaan transportasi online yaitu di buat berlandaskan 
proses bagi hasil dimana sistem pelunasannya akan diatur pada perjanjian 
sendiri. Perjanjian kemitraan menentukan kewajiban dan hak, di antaranya 
pihak industri kendaraan umum akan menyerahkan sistem pesanan terhadap 
pihak driver dan berkenaan sistem pesanan tersebut pihak driver akan 
memperoleh beberapa dana insentif yang sebagian sebagai dari hak 
perusahaan.90 
Untuk menelaah kapasitas transportasi misalnya kapasitas Go-jek 
khususnya Go-Ride yang menjadi bentuk atau jenis transportasi umum, lantas 
peneliti akan mengkaji pada beragam segi aturan Undang-undang terutama 
 





yang ada kaitannya terhadap transportasi.91 Melihat pada putusan aturan hukum 
di dalam Undang-Undang perihal pengangkutan tentang LLAJ menerangkan 
jika di kaji pada aspek pelaksanaannya, pengangkutan di bagi 2 (dua) aspek, 
yaitu pengangkutan yang tidak di laksanakan sebagai kepentingan guna usaha 
atau pun komersial dan pengangkutan yang di laksanakan sebagai kepentingan 
guna usaha atau pun komersial. Pengangkutan yang di laksanakan sebagai 
kepentingan guna usaha atau pun komersial disebut pengangkutan umum. 
Pada pemanfaatannya, sarana transportasi kendaraan bermotor bisa di 
pergunakan sebagai kepentingan pribadi serta sebagai kepentingan bisnis. 
Perihal kendaraan bermotor yang di pergunakan sebagai kepentingan bisnis 
yaitu kendaraan bermotor umum.92 Undang-Undang yang mengatur LLAJ 
yang menyatakan “transportasi bermotor umum yaitu moda transportasi yang 
dapat di manfaatkan sebagai pengangkut orang dan barang dengan memungut 
biaya’’. 
Di lihat pada paparan di atas kalimat “setiap transportasi” mempunyai 
sebuah penjelasan yang menjadi kebijakan Undang-Undang dalam peraturan 
hukum yang mengatur LLAJ seperti menafsirkan makna luas sebab setiap 
transportasi bisa di maknai sebagai spekulasi bahwa segala sesuatu 
transportasi, meski yang beroda 2 (dua), beroda 4 (empat), dan beroda 6 
(enam) selama dipergunakan berlandaskan manfaatnya sebagai mengangkut 
orang dan barang beserta di pungut biaya. 
 
 
91Anton.’’ Bikin Nyampe Duluan’’, http://www.go-ride.co.id/ (di akses tanggal 14 
April 2021), pukul 07.00 





Pengaturan hukum yang mengatur LLAJ pasal 138 ayat 3 (tiga) 
menyatakan “transportasi umum orang dan barang sekedar dapat di jalankan 
menggunakan transportasi bermotor umum”. Oleh karena itu makna dari ketiga 
pasal di atas, dapat di lihat bahwa mobil bus, mobil penumpang dan mobil 
barang yang bisa di kelompokan menurut manfaatnya untuk transportasi 
bermotor umum. Melainkan, transportasi khusus dan sepeda motor tidak 
tergolong sebagai kategori transportasi bermotor umum, jadi sepeda motor dan 
transportasi khusus tersebut tidak bisa di pergunakan untuk transportasi umum 
orang dan barang sesuai pada bunyi ketetapan Undang-Undang pasal 138 ayat 
3 (tiga). 
Sebab itu, peneliti beranggapan bahwa melalui adanya ketetapan Undang-
Undang LLAJ Pasal 47 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) sudah mendistribusikan 
sebuah ketentuan terhadap arti pada transportasi bermotor umum sebagai 
halnya sudah termuat dalam Undang-Undang LLAJ Pasal 1 angka 10 
(sepuluh), dimana transportasi bermotor umum yang di pergunakan sebagai 
pengangkut orang dan barang tidaklah mencakup semua jenis transportasi, 
meskipun transportasi bermotor umum yang artikan yaitu jenis bentuk mobil 
bus, mobil penumpang, dan mobil barang. 
Keterkaitan bentuk atau jenis kendaraan yang di pergunakan bagi 
pelayanan Go-Ride yang memanfaatkan sepeda motor, perihal tersebut telah di 
susun dalam peraturan Undang-Undang LLAJ yang menjelaskan sebuah 
perselisihan, di mana kendaraan sepeda motor tidak di kelompokkan menjadi 





transportasi yang berbasis sarana Go-Ride merupakan inisiatf terhadap jumlah 
transportasi yang cukup besar untuk sebuah angkutan informal dari banyaknya 
pangkalan pada masing-masing daerah yang juga memanfaatkan transportasi 
motor sebagai bentuk atau jenis kendaraan yang tidak di berlakukan oleh 
pemerintah dan tidak jelas kesepakatan pengesahannya untuk pengelolaan 
begitu juga dengan taksi, bus atau pun kendaraan kota (angkot). 
Peraturan Undang-Undang LLAJ pasal 201 ayat 2 (dua) menyatakan 
bahwa “transportasi bermotor umum wajib di lengkapi beserta alat pemberi 
petunjuk agar mempermudah mengetahui peristiwa tindak kriminal terhadap 
transportasi bermotor”. Masing-masing driver saat menjalankan Go-Jek di 
bekali dengan ponsel berbasis android, apabila di hubungkan pada peralatan 
yang di bagikan pada smartphone yang mempunyai GPS (Global Positioning 
System) yang berguna untuk mempermudah memantau dan melacak 
keberadaan letak lokasi pengemudi,kemudian bisa di nyatakan bahwa jika di 
kaji pada aspek keamanan, ketetapan aturan Undang-Undang LLAJ Pasal 201 
ayat 2 (dua) sudah terselenggara. 
Penyelenggaraan transportasi pada sebuah perusahaan angkutan jalan 
dengan memanfaatkan bentuk atau jenis kendaraan yang beroperasi secara 
online, dimana bentuk atau jenis kendaraan bermotor yang di operasikan 
melanggar ketetapan aturan Undang-Undang LLAJ, sehingga Go-Jek penyalur 
jasa dapat dikenakan sanksi administratif menurut pasal121 PP Nomor 74 
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, di antaranya bisa berbentuk sanksi 





penghentian dan pembatalan persetujuan izin. Walaupun aturan Undang- 
Undang LLAJ masih belum di susun dengan gamblang dan terbuka sekalipun 
pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 mengenai 
transportasi jalan lalu sampai dengan sekarang dampak positif sudah cukup 
banyak mulai dirasakan oleh publik dan memberikan manfaat serta 
meringankan kegiatan rakyat, sehingga selaku pihak perusahaan transportasi 
online tetap diberikan persetujuan izin dalam mengelola urusan bisnisnya. 
Perusahaan Go-Jek dalam melangsungkan kegiatan berdasar pada 
peraturan yang memuat sebuah kewajiban yang memiliki sifat imperative 
tentang LLAJ, yaitu selaku perusahaan yang wajib menjamin asuransi terhadap 
penumpang saat penerapan kegiatan pengangkutan berlangsung, yang jika 
tidak terealisasi akan bisa di berikan hukuman baik berupa hukuman pidana, 
perdata, atau hukuman administrasi. Ketentuan aturan Undang- Undang pasal 
191 tentang LLAJ menurut perspektif hukum perdata yang telah diketahui 
menetapkan “Peran tanggung jawab oleh selaku penyedia perusahaan 
transportasi umum berdasarkan kerugian yang di derita atas faktor yang 
disebabkan pada semua perbuatan seseorang yang telah di pekerjakan saat 
mengelola bisnis transportasi yang sedang di jalankan”. 
Aspek perdata yang memuat mengenai peran tanggung jawab di 
antaranya kebijakan memberikan keringanan biaya ganti rugi yamg sudah 
tercantum pada aturan Undang-Undang LLAJ mengakibatkan penyedia GO- 
Jek agar memberi biaya anggaran ganti rugi berbentuk dana santunan jaminan 
asuransi pada seluruh pengguna yang menderita bencana kecelakaan ketika 
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sedang memanfaatkan jasa GO-Jek. Selain dari perspektif hukum perdata, di 
ketahui terdapat perspektif hukum pidana yang bisa dropped terhadap penyedia 
jasa yang enggan menunaikan kewajibannya agar memberi jaminan asuransi 
kepada penumpang atau barang yang di angkut, bisa di amati menurut 
ketetapan aturan Undang-Undang pasal 309 LLAJ yang memuat bahwa 
“Seseorang yang enggan memberi jaminan asuransi pada perannya sebagai 
bentuk pertanggung jawaban untuk memberi biaya anggaran ganti rugi bagi 
korban yang sedang mengalami bencana kecelakaan (penumpang), 
penggangkut barang, maupun selaku pihak ketiga sebagai halnya yang telah di 
jelaskan pasal 189 di hukum pidana dengan ancaman hukuman pidana 
kurungan selama maksimal 6 (enam) bulan atau sanksi ganti rugi berupa uang 
maximum Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. 
Lalu pada peraturan yang mengatur LLAJ pasal 313 yang menyatakan 
bahwa “Seseorang yang enggan menjamin asuransi bagi kerangka 
transportasinya dan penumpang sesuai yang di jelaskan pada pasal 237 di 
hukum pidana dengan ancaman hukuman pidana kurungan selama maksimal 6 
(enam) bulan atau sanksi denda berupa uang maximum Rp.1.500.000,00 (satu 
juta lima ratus ribu rupiah). 
Angkutan berdasarkan pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa proses 
pemindahan orang maupun barang di satu lokasi ke lokasi lain dengan 
mempergunakan sarana atau alat angkut di area jalur lalu lintas.93 Alat angkut 
yang di maksud pada pasal 1 angka 3 yang telah di paparkan di atas dalam 
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Undang-Undang LLAJ pasal 1 angka 7 yaitu alat angkut (kendaraan) adalah 
fasilitas jalan yang dimanfaatkan sebagai sarana angkut yang mencakup atas 
kendaraan yang menggunakan roda 2 (dua) misalnya motor dan kendaraan 
yang tidak menggunakan roda 2 (dua).94 Kendaraan bermotor yaitu awak 
kendaraan yang dikendalikan dengan perlengkapan mechanic berupa mesin 
selanjutnya pada kendaraan yang di operasikan pada rel kereta api, sementara 
itu kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang di kendalikan dari 
kemampuan energy manusia maupun hewan.95 
Berdasarkan rezim hukum pengangkutan yang terdapat di Indonesia ada 
 
2 (dua) jenis penggolongan pengangkutan yaitu orang dan barang sebagai 
halnya yang sudah tercantum pada ketetapan Undang-Undang LLAJ pasal 1 
angka 3. Apabila di amati dari jenis bentuk kendaraan yang di jadikan sebagai 
pengangkutan orang maupun barang di bedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu 
pengangkutan orang ataupun barang dengan memanfaatkan transportasi 
bermotor dan pengangkutan orang maupun barang yang mempergunakan 
transportasi tidak bermotor. 
Dari aspek pemanfaatannya pengangkutan di bedakan 2 (dua) jenis yaitu 
alat angkut yang enggan digunakan sebagai tujuan bisnis usaha (commercial) 
dan alat angkut yang di gunakan sebagai tujuan bisnis usaha (alat angkut 
umum). Transportasi yang di manfaatkan sebagai alat angkut umum adalah 
transportasi bermotor umum. Transportasi bermotor umum adalah alat angkut 
 








bermotor yang di manfaatkan sebagai alat untuk mengangkut orang maupun 
barang dengan memungut biaya.96 
Berdasarkan rezim hukum pengangkutan yang menyatakan bahwa 
pengangkutan umum mempunyai perbedaan dengan pengangkutan biasa, 
perbedaan diantara keduanya yaitu ada dan tidak adanya biaya atau biaya yang 
di kenakan untuk penumpang dan pengirim ataupun penerima barang. Fasilitas 
sarana untuk mengangkut orang dan barang tercantum pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 : 
1. Alat angkut orang ataupun barang bisa mempergunakan : 
transportasi bermotor dan transportasi tidak bermotor. 
2. Penggolongan transportasi bermotor termuat pada ayat 1 (satu) huruf 
a meliputi sepeda motor, mobil bagi penumpang, mobil untuk bus, 
dan mobil yang dimanfaatkan untuk mengangkut barang. 
3. Penggolongan transportasi tidak bermotor termuat pada ayat 1 (satu) 
huruf b berupa alat transportasi yang di operasikan oleh tenaga 
manusia dan alat transportasi yang kendalikan (di tarik) oleh tenaga 
hewan. 
Tujuan penyelenggaraan LLAJ97 yaitu : 
 
1. Untuk mewujudkan fasilitas layanan agar aspek keselamatan, 
ketertiban, keamanan, kelancaran, dan sistematis dengan moda 
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mengembangkan kesejahteraan umum, memperkuat proteksi 
persatuan dan kesatuan negara Indonesia. 
2. Untuk mewujudkan ketentuan norma berlalu lintas yang baik dan 
tradisi (kultur). 
3. Untuk mewujudkan keadilan peraturan hukum dan ketentuan dalam 
akidah hukum bagi warga Negara Indonesia. 
Ketentuan hukum pengangkutan pada penegakan hukum yang di 
selenggarakan oleh pemerintah negara memiliki peran tanggung jawab atas 
LLAJ, sebagai halnya yang telah di jelaskan pasal 5 ayat 1 (satu) menerangkan 
bahwa : “Negara Indonesia memiliki peran terhadap tanggung jawab atas LLAJ 
dan proses keadilan dalam menegakan hukum yang di selenggarakan oleh 
pihak pemerintah”. Sementara itu penegakan LLAJ sebagaimana yang telah di 
selenggarakan dari pihak penegak instansi sesuai dengan fungsi serta tugas 
utama yang berupa :98 
1. Tugas pemerintahan di bagian jalan, bagi kementerian negara yang 
berkewajiban memiliki peran tanggung jawab di bidang jalan. 
2. Tugas pemerintahan di bagian fasilitas sarana dan prasarana LLAJ 
bagi kementerian negara yang berkewajiban memiliki peran tanggung 
jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ. 
3. Tugas pemerintahan di bagian kemajuan industry LLAJ bagi 
kementerian negara yang berkewajiban memiliki peran tanggung 
jawab di bidang industri. 
 





4. Tugas pemerintahan di bagian kemajuan teknologi LLAJ bagi 
kementerian negara yang berkewajiban memiliki peran tanggung 
jawab di bidang kemajuan teknologi. 
5. Tugas pemerintahan di bagian administrasi, pendaftaran, pendataan 
transportasi bermotor serta pengemudi, proses keadilan hukum, 
management operations, implementasi lalu lintas, pengembangan 
dan lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(POLRI). 
Menurut Peraturan Pemerintah yang menjelaskan dengan tegas pada 
pasal 14 ayat (1) Nomor 74 Tahun 2014 bahwa “Penyelenggaraan transportasi 
umum dalam usaha merealisasikan kepentingan transportasi bagi orang 
maupun barang dengan mengedepankan aspek kenyamanan, keselamatan, 
keamanan, dan tarif yang di kenakan terjangkau”. Aturan mengenai 
pelaksanaan transportasi umum pada pihak yang memiliki peran tanggung 
jawab yang termuat di pasal 14 ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa 
“Lembaga pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang memiliki akuntabilitas 
dalam proses pengendalian transportasi umum berdasarkan penjelasan ayat (1) 
bagi jasa yang mengangkut orang dan barang menggunakan trasnportasi beroda 
2 (dua) umum”. 
Akuntabilitas Pemerintah Pusat, provinsi, kota/kabupaten menurut 
kewajiban yang di tetapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 
yaitu jaminan kewajiban Pemerintah yang menyediakan transportasi umum 





jaminan bagi jasa transportasi yang mengangkut orang antar kota ataupun 
provinsi dan lintas perbatasan negara berdasarkan yang penjelasan yang telah 
terpapar pada pasal 15 ayat 1 (satu) antara lain : penentuan usulan agenda 
umum route network dan keperluan transportsi beroda 2 (dua) yang umum 
sebagai kendaraan yang mengangkut orang dalam lintasan transportasi umum, 
perencanaan alokasi bagi segala sesuatu yang dijadikan penunjang utama 
terhadap terlaksananya sebuah proses dan penunjang kendaraan umum, 
persetujuan terhadap implementasi pengelolaan izin untuk transportasi umum, 
menyuplai transportasi beroda 2 (dua) - (misalnya motor) umum, penentuan 
dan pemantauan bagi layanan dengan penyelenggaraan standar minimum 
kendaraan yang mengangkut orang, dalam dunia perindustrian dapat 
mewujudkan kompetisi yang sehat bagi layanan penyedia jasa kendaraan 
umum, dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang 
transportasi umum. 
Apabila aturan hukum yang ada di Indonesia di amati, maka perusahaan 
yang bergerak dalam pengangkutan umum pada perihal tersebut pada Undang- 
Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kendaraan ojek online 
belum di atur dan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. 
Akan tetapi jika di amati pada definisi transportasi umum bahwa transportasi 
yang di manfaatkan sebagai pengangkutan umum adalah transportasi bermotor 





mengangkut barang maupun orang dengan di pungut biaya.99 Oleh karena itu 
pelaku bisnis (company) kendaraan ojek online meliputi Go-Jek, Anterin, 
Maxim, Grab Bike, Asia Trans, GET Indonesia, Oke Jack, bonceng, TEKNO, 
Nujek (Nusantara Ojek), Ojek Argo, SheJek, Klik Go, Indo-Jek, Heloo Jek, dan 
lain sebagainya yang memberi fasilitas layanan berupa jasa pengangkutan 
orang maupun barang dengan menggunakan media dari aplikasi berbasis 
smartphone dengan di pungut biaya terhadap penumpang ataupun courier yang 
berkaitan dengan definisi pengangkutan umum. 
Pemberlakuan perjanjian kendaraan ojek online yang telah sah pada pasal 
1320 KUHPer mengenai asas konsensualisme, terlaksananya perjanjian di 
sebabkan karena kesepakatan telah terwujud atau kesepakatan telah di sahkan 
(berlaku) jika telah adanya persetujuan tentang semua hal yang berkaitan 
pokok dan formality yang tidak di butuhkan dalam perihal ini. Berdasarkan 
ketentuan aturan hukum pada pasal 1338 ayat (1) KUHPer mengenai asas 
kebebasan kontrak yang disahkan pada kesepakatan kendaraan ojek online 
dijelaskan bahwa “Pemberlakuan semua perjanjian yang telah di ciptakan 
dengan sah bisa menjadi Undang-Undang sesuai dengan mereka yang 
menciptakannya”. Pada kata “semua” memuat definisi bahwa “kita di izinkan 
membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian dan tentang segala sesuatu serta 
kesepakatan yang di buat dapat mengikat semua pihak bersangkutan yang 
membuat sebagai Undang-Undang. 
 
 






Transportasi ojek online berbasis smartphone yang sudah 
memberlakukan adanya perjanjian antara lain layanan jasa di bidang 
transportasi melalui perangkat electronic sebagai halnya perjanjian 
konvensional dapat membawa dampak hak dan kewajiban terhadap pihak yang 
berkaitan dalam membuat kesepakatan antara pengguna layanan jasa di bidang 
transportasi ojek online memperoleh haknya untuk di antarkan ke sebuah lokasi 
sesuai tujuan dengan selamat serta kewajiban memberi biaya tarif yang 
sebelumnya telah di setujui antara kedua belah pihak. Kedudukan bagi pelaku 
bisnis usaha dalam transportasi ojek online sebagai subyek hukum melainkan 
tidak saja kepada konsumen pengguna layanan jasa di bidang transportasi yang 
berupa ojol (ojek online) akan tetapi di berlakukan sebagai subyek hukum 
ketika sedang melangsungkan kesepakatan pada driver ojol bersama mitra 
bisnis yang lainnya. 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) 
yang menjelaskan mengenai pemerintah yang memberikan kontribusi lebih 
terhadap perekonomian.100 Stabilitator pemerintah yang berfungsi untuk 
membangun stabilitas EKSOSPOLHUKAM (Ekonomi, Sosial, Politik, 
Hukum, dan Keamanan). Bagian bidang perdagangan market mechanism tidak 
bisa berperan dengan baik apabila tidak adanya ketentuan aturan hukum yang 
di sahkan dari pemerintah, sebab ketentuan hukum memberi prinsip dasar 
terhadap implementasi ketentuan aturan hukum pada penerapan yang tercatat 
sebagai pemberian tindakan hukuman kepada pelaku yang ketahuan 
 





menyimpang aturan hukum pada bidang perdagangan. Keadilan hukum hanya 
bisa di sadarkan oleh segala aturan hukum yang telah di sahkan dengan 
pemerintah. 
Tanggung jawab yang di pegang oleh pemerintah pada pelaksanaan 
information, technology, and electronic transactions yaitu selain sebagai 
penyuplai layanan yang di jadikan sebagai sarana information, technology, and 
electronic transactions juga sebagai proteksi dalam penyelenggaraan public 
interest terhadap praktik penyelewengan dan manipulasi information, 
technology, and electronic transactions berdasarkan ketentuan aturan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di muat pada aturan transaksi yang 
dilakukan dengan elektronik mengenai information, and electronic 
transactions, dapat di sebut sebagai harmonizationof conventional law ke 
dalam modern law.101 
Apabila di lihat proses rancangan skema pada alat pengangkutan yang di 
manfaatkan untuk bisnis ataupun usaha maka business activity yang di 
laksanakan pelaku usaha transportasi ojek online tergolong dalam business 
activity sebab konsumen yang menggunakan layanan jasa ojek online di pungut 
biaya (tarif), perihal tersebut telah memenuhi salah satu unsur pokok dalam 
bidang perdagangan yaitu dengan adanya profit.102 Berdasarkan definisi 
perdagangan yang mengatur ketentuan Undang-Undang pasal 1 angka 1 
Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan termuat “Perdagangan yaitu 
 
101Nanin Koeswidi Astuti. “Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan 
Elektronik dalam Kaitannya dengan Penerapan Pajak Pada Transaksi E-Commerce” , JurnaL 
Hukum TORA, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 119-121. 





susunan aktifitas yang berkaitan pada bisnis pengiriman barang impor atau 
ekspor maupun layanan jasa yang ada di wilayah lokal dan mancanegara 
bertujuan agar dalam mendapatkan dana kompensasi ganti rugi atas pengalihan 
hak pada barang dan layanan jasa”. 
Bidang perdagangan pada putusan aturan hukum Undang-Undang di 
kelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perdangan berupa barang dan jasa. 
Definisi barang yaitu sebuah benda, baik berbentuk nyata atau tidak nyata, baik 
dapat bergerak atau tidak dapat bergerak, baik bisa di habiskan atau tidak bisa 
di habiskan, serta baik di distribusikan, di konsumsi, di manfaatkan bagi 
konsumen (businessmen).103 Sementara itu definisi pengertian jasa yaitu suatu 
penyajian yang di akomodasi beserta kemampuan penilaian unjuk kerja yang 
berupa pencapaian penghasilan kinerja yang di perdagangkan terhadap selaku 
pihak kepada pihak lain dalam masyarakat guna di perlukan oleh pelaku usaha 
(sebagai konsumen).104 Layanan jasa menurut Undang-Undang perdagangan 
pasal 4 ayat 2, yang bisa di perdagangkan, antara lain : pelayanan business 
services, pelayanan jasa distribution, pelayanan jasa edication, pelayanan jasa 
communication, pelayanan jasa environment, pelayanan jasa finansial, 
pelayanan jasa yang berupa engineering dan construction, pelayanan jasa 
social dan kesehatan, pelayanan jasa pariwisata (olahraga, kultur, hiburan, dan 
wisata), pelayanan jasa pengangkutan, seta pelayanan jasa yang lain. Oleh 
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transportasi ojek online juga melangsungkan aktifitas bisnis usaha di bidang 
transportasi dalam perdagangan yang termasuk pada bidang jasa. 
Dukungan yang di berikan untuk tenaga teknis yang mengakomodasi 
layanan penyuplai jasa di bidang perdagangan yaitu harus mempunyai 
kemahiran terhadap sesuatu bidang sebagai halnya yang telah tercantum pada 
Undang-Undang pasal 20 ayat 1 (satu) tentang perdagangan105, berkenaan 
dengan hal ini enggan di uraikan dengan sepsifik dan jelas tentan tenaga medis 
di katakan memiliki keahlian disuatu bidang dari seorang driver ojek online, 
apakah pernah melakukan training, praktek kerja lapangan, ujian, serta 
kekomplitan persetujuan izin mengemudi sepeda motor dan bukti kepemilikan 
(pemegang). 
Pelaku usaha transportasi umum berdasarkan ketentuan aturan Undang- 
Undang yang sah wajib konkret dan berwujud lembaga hukum sesuai ketetapan 
Peraturan Pemerintah pasal 79 Nomor 74 Tahun 2014 yang berbunyi : 
1. Pengaturan hukum pada pasal 78 ayat 1 (satu) yang di katakan 
sebagai perusahaan transportasi umum wajib berwujud lembaga 
hukum di Negara Indonesia berdasar pada ketetapan aturan 
Undang-Undang. 
2. Lembaga hukum di Negara Indonesia menurut penjelasan ayat 1 
(satu) berwujud : BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD 
(Badan Usaha Milik Daerah), PT (Perseroan Terbatas), dan 
koperasi. 
 







Pelaku usaha di bidang transportasi ojek online meliputi Go-Jek, 
berlembaga hukum Perseroan Terbatas adalah PT Go-Jek Indonesia, BluJek 
berlembaga hukum dengan Perseroan Terbatas adalah PT Blu-Jek Indonesia, 
dan Uber berlembaga hukum koperasi adalah koperasi jasa usaha bersama. 
 
 
B. Sistem Perlindungan Hukum Asuransi Pelaku Usaha Jasa Transportasi 
Online 
Peraturan larangan bagi transportasi berbasis aplikasi media online yang 
memanfaatkan sebuah perangkat ataupun instrumen elektronik seperti Grab 
Bike, Go-Jek, Anterin, Maxim, Asia Trans, GET Indonesia, Oke Jack, 
bonceng, TEKNO, Nujek (Nusantara Ojek), Ojek Argo, She Jek, Klik Go, 
Indo-Jek, Heloo Jek, dan lain sebagainya pernah di terbitkan oleh kementerian 
perhubungan Ignasius Jonan tanggal 9 November Tahun 2015 yang tertulis 
pada surat pemberitahuan dan telah di paraf dengan Nomor 
UM.3012/1/21/Phb/2015.106 
Ketentuan aturan larangan berdasar pada peraturan Undang-Undang yang 
memberi batasan bagi transportasi pribadi tidak di izinkan untuk menjadi 
kendaraan umum. Pelaksanaan press conference di Jakarta yang di hadiri 
direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, 
mengemukakan bahwa aturan larangan dalam menjalankan transportasi 
 
106Susetyo Dwi Prihadi dan Resty Armenia, "Menhub Larang Gojek, Jokowi: Aturan 
Jangan Bikin Rakyat Susah", 2015, di lihat 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek- 







bermotor bukan kendaraan umum dengan memanfaatkan aplikasi internet 
sebagai media alat angkut barang maupun orang, hendaklah di ambil tindakan 
bahwa dalam pelaksanaan pengendaliannya di larang sebab berdasar keputusan 
yang valid bahwa transportasi umum wajib minimum mempunyai roda 3 (tiga), 
berlembaga hukum, dan mempunyai kepemilikan izin pengelolaan transportasi 
umum surat pemberitahuan ini di sampaikan kepada Korps Lalu Lintas Polri, 
Kapolda, dan Gubernur di seluruh Indonesia. Di sisi lain pengaturan ini 
dianulir sebab amanat Presiden Jokowi karena ojek, misalnya Go-Jek 
mendorong kemajuan sebab sangat di perlukan bagi masyarakat.107 
Oleh karena itu, sistematisasi pengaturan yang di rancang jangan sampai 
membuat rugi, dalam perihal tersebut yaitu rakyat sebagai user (pengguna). 
Argumentasi Presiden Jokowi : “itu namanya ojek, namanya Gojek, hadir 
dengan meningkatkan kemajuan sebab di perlukan bagi masyarakat, itu yang 
perlu di fokuskan dahulu. Ojek hadir dengan mendorong kemajuan sebab 
keperluan terhadap masyarakat yang meningkat. Maka dari itu, jangan 
menganggap dengan adanya suatu ketentuan aturan ada yang di buat rugi, dan 
ada pula yang di buat sengsara. Kebijakan sistem hukum siapa sih yang 
membuat ? yang membuat kan kita. Selama itu di perlukan bagi masyarakat, 
saya pikir itu tidak perlu ada yang di permasalahkan.108 
Kebijakan dalam bentuk sistem proteksi hukum yaitu antara businessmen 
(pelaku usaha) maupun pihak perusahaan yang menyediakan fasilitas 









hubungan kemitraan bukanlah hubungan kerja antara seorang atasan dengan 
pekerja.109 Peran serta yang di lakukan antara perusahaan dalam keterlibatan 
dengan melalui standar kemitraan yang tidak terlepas oleh kaidah legal 
agreement antara selaku pihak yang bersangkutan berdasarkan pada asas 
kebebasan berkontrak menurut keputusan hukum yang di atur pasal 1338 ayat 
1 (satu) KUHPer, yang menegaskan bahwa seluruh kontrak dalam perjanjian 
yang telah di buat dengan valid berfungsi menjadi Undang-Undang untuk 
mereka yang telah merancang dengan baik. 
Adanya suatu persetujuan yang di buat dalam bentuk perjanjian dapat 
menyebabkan kewajiban serta hak terhadap para pihak yang bersangkutan, 
meliputi dampak dari hukum bilamana terdapat pihak yang mengingkari 
kontrak persetujuan dalam perjanjian. Pada hal ini ketentuan hukum berperan 
sebagai pengingat ataupun pengaturan terhadap keterlibatan yang telah 
dibangun melalui akte persetujuan bersama agar bisa beroperasi dengan 
baik.110 Jadi, pihak perusahaan transportasi online yang berperan memberi 
tanggung jawab terhadap konsumen berkenaan pada keterlibatan yang berdasar 
saling profitable. 
Berlandaskan keputusan rezim Undang-Undang perlindungan konsumen 
pasal 19 ayat 1 (satu) Nomor 8 Tahun 1999 yang memuat kebijakan dalam 
bentuk sistem perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi ojek 
online dimana pelaku usaha mempunyai peran tanggung jawab dalam memberi 
biaya kompensasi pada penderita yang banyak mengalami kerusakan dan 
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kerugian akibat pemakaian barang maupun jasa yang di produksi ataupun di 
distribusikan. Menurut peraturan Undang-Undang pasal 19 ayat 2 (dua) Nomor 
8 Tahun 1999 di uraikan sistem bentuk rancangan ganti kerugian yaitu bisa 
diantaranya pengembalian dana, baik barang maupun jasa yang sebanding 
jumlah nilainya, atau pengobatan dan penyembuhan kesehatan serta pemberian 
dana santunan. 
Pemberian dana kerugian berpotensi tidak membuat batal terjadinya 
laporan gugatan pidana. Jika pelaku usaha ingin membebaskan diri pada peran 
tanggung jawabnya, oleh karena itu pelaku usaha di beri kewajiban tanggung 
jawab agar dapat melaksanakan verification atau pembuktian. Sementara itu 
hubungan antara bentuk sistem kewajiban tanggung jawab dengan bidang 
usaha bisnis perdagangan jasa yang di atur Undang-Undang pasal 26 Nomor 8 
Tahun 1999, di mana jaminan asuransi atau bentuk perjanjian yang telah di 
setujui bersama wajib di penuhi bagi pelaku usaha yang membisniskan jasa. 
Selaku sektor usaha dalam bidang jasa transportasi umum, misalnya selaku 
lembaga perusahaan transportasi umum ataupun businessmen (pelaku usaha) 
yang memanfaatkan teknologi komunikasi dengan sarana internet berbasis 
aplikasi online berupa Grab Bike, Go-Jek, Anterin, Maxim, Asia Trans, GET 
Indonesia, Oke Jack, bonceng, TEKNO, Nujek (Nusantara Ojek), Ojek Argo, 
SheJek, Klik Go, Indo-Jek, Heloo Jek, dan lain sebagainya patuh terhadap 
sistem kebijakan aturan Undang-Undang yang berlaku, patuh terhadap 





Perusahaan transportasi ojek online adalah lembaga perusahaan yang 
memanfaatkan gadget berdasar aplikasi media online sebagai sarana media 
penghubung antara driver dengan pengguna jasa.111 Kemudian timbulnya 
ikatan hukum jalinan kerja sama atau partnership (kemitraan), bukan pada 
hubungan kerja sama antara atasan dengan bawahan sebab perolehan upah 
yang di terima dari perusahaan transportasi ojek online yaitu menggunakan 
sistem pembagian hasil 20/80, driver mendapat komisi 80% dan bagi 
perusahaan yang mengelola sebagai penyedia jasa (perusahaan ojek online) 
mendapat komisi 20% yang sebelumnya perihal tersebut sudah di sepakati 
bersama selama driver berpartner atau join dengan perusahaan ojek online.112 
Pemberian jaminan asuransi oleh businessmen (pelaku usaha) 
transportasi online Go-Jek Indonesia antara lain dana kompensasi atas kerugian 
yang di derita secara tertulis dalam ketentuan dan syarat from the website : 
Aplikasi karya anak bangsa Indonesia yang memberi proteksi untuk seluruh 
para pelanggan Go-Ride. Biaya jaminan asuransi kecelakaan hingga Rp. 
5.000.000 (lima juta rupiah) serta biaya asuransi perawatan dan penyembuhan 
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk jaminan korban kematian 
atau hilangnya nyawa seseorang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). Go-Jek juga memberi dana asuransi kehilangan barang sejumlah Rp. 




111Stanly Ravel. Wacana Ojek Online Jadi Perusahaan Transportasi Demi Keadilan. 
https://amp.kompas.com/otomotif/read/2020/07/09/074200615/wacana-ojek-online-jadi- 
perusahaan-transportasi-demi-keadilan di akses pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 13.00. 
112Anwar. Bagi Hasil Gojek. https://www.ojolakademi.com/bagi-hasil-gojek/amp/ di 







dengan keterangan yang di berikan (poin 1) nominal pergantian berdasarkan 
pada struk pembelian atau mengacu pada nilai wajar harga barang tersebut.113 
Pemberian biaya jaminan asuransi oleh businessmen (pelaku usaha) 
transportasi online Grab Indonesia bagi penumpang dan pengemudi jika 
mengalami beban rugi sampai dengan di atas nominal Rp. 25.000.000,00 (dua 
puluh lima juta rupiah) apabila di bawah nominal tersebut maka tidak dapat 
mengusulkan biaya kerugian yang di derita. Kontribusi antara lembaga 
perusahaan jaminan asuransi dan Grab yang berpartisipasi dalam menerima 
segala bentuk laporan dari setiap peristiwa kecelakaan yang wajib di 
beritahukan dan di sampaikan dalam bentuk laporan dengan batas waktu paling 
lambat selama 30 hari saat peristiwa kecelakaan berlangsung. Berdasarkan 
keputusan aturan Undang-Undang pasal 26 Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada 
jaminan asuransi mengenai jasa apapun harus di penuhi bagi lembaga 
perusahaan transportasi umum online.114 
Apabila di lihat dari aspek perlindungan asuransi untuk para pengguna 
jasa, dapat di uraikan bahwa pada sistem pelaksanaan kegiatan bisnis usaha 
transportasi ojek online (Go-Jek) terdapat kerja sama dengan PT.115 Jasa 
Raharja, sehingga jika para pengguna jasa yang sedang menderita kecelakaan 
bisa mengusulkan claim jaminan asuransi terhadap PT. Jasa Raharja, dengan 
pemberitahuan bahwa ketika sudah mendapat dana kompensasi dari PT. Jasa 
Raharja, claim jaminan asuransi yang nantinya di biayai Go-Jek hanya 
 
113Go-jek Indonesia. Ketentuan Penggunaan Aplikasi GO-Jek. https://www.go- 
jek.com/terms-and-condition/ di akses pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 13.00. 
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sejumlah 20% dari total claim jaminan asuransi yang sudah di usulkan oleh PT. 
Jasa Raharja, dengan tujuan agar bisa aman dari insiden double insurance 
(asuransi ganda).116 
Tujuan double insurance (asuransi ganda) di larang adalah agar 
mencegah tertanggung dari pelanggaran asas indemnitas supaya tidak 
memperoleh dana kompensasi yang melebihi nilai benda sebenarnya.117 
Dengan di tetapkan aturan tersebut, maka insiden jaminan asuransi yang 
double tidak akan terjadi yang memiliki tujuan memperoleh profit bagi diri 
sendiri dengan tidak menghiraukan hak yang menjadi kewajibannya.118 
Penerbitan seperangkat pengaturan sebagai pengendali atau regulation 
untuk mengesahkan kendaraan umum berbasis roda 2 (misalnya motor) tetap 
mendapat respon antipati dan keberatan oleh Kementerian Perhubungan 
melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi seperti di desak para 
driver transportasi online. Terjadinya penolakan berdasar pada tingginya angka 
peristiwa kecelakaan bermotor dan minimnya jaminan asuransi keselamatan 
dengan memanfaatkan fasilitas trasnportasi apalagi hingga saat ini masih 
belum tampak negara yang berani meresmikan kendaraan bermotor untuk di 
jadikan fasilitas alat transportasi umum. Bahkan upaya pemerintah dalam 
meningkatkan rekonstruksi fasilitas transportasi yang melibatkan orang banyak 
antara lain Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu 
 
116Ibid. 
117Devi Mardianti,”Kepastian Hukum Terhadap Asuransi Ganda (Double Insurance) 
Atas Satuan Rumah Susun (Sarusun) di Hubungkan Dengan Prinsip Indemnity Dalam Asuransi 
Kerugian”, Thesis(S2) Ilmu Hukum, Bandung : Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum 





(MRT), dan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line.119 Kementerian 
Perhubungan Republik Indonesia tidak mendukung perbaikan seperangkat 
pengaturan sebagai pengendali yang sampai sekarang ini memuat mengenai 
perundangan transportasi umum yaitu UU LLAJ dan sudah menjadi 
persetujuan bersama oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 
dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.120 Dalam 
rangka membantu persetujuan tersebut, Kementerian Perhubungan Republik 
Indonesia akan mengadakan kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia. 
Konsep hukum UU LLAJ tidak memuat ketentuan yang di gunakan 
untuk merancang sistem bentuk turunan seperangkat pengaturan yang di 
jadikan sebagai pengendali. Sedangkan penerbitan sistem bentuk turunan 
memerlukan instruksi pada Undang-Undang yang selaku pedoman. 
Berdasarkan tidak tersedianya probabilitas hukum terkait pengaturan yang di 
gunakan sebagai pengendali transportasi ojek online merupakan respon dari 
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tetapi pendapat dari Bagus, 
bahwa Pemerintah Daerah juga tampaknya masih membuat pengesahan 
seperangkat pengaturan yang di jadikan sebagai pengendali untuk pelaksanaan 
transportasi ojek online. Karena, berlandaskan pada Undang-Undang pasal 65 
Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
119Anggit Setiani Dayana. Perbedaan MRT, LRT dan KRL Commuter Line, di akses 
pada https://tirto.id/perbedaan-mrt-lrt-dan-krl-commuter-line-eciA pada tanggal 20 Juni 2021, 
pukul 09.20 
120Dewi Aminatuz Zuhriyah. Regulasi Ojek Online, Kemenhub : Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tak Perlu di Revisi, Di akses pada 
https://m.bisnis.com/amp/read/20180906/98/835902/regulasi-ojek-online-kemenhub-undang- 





meregulasi transportasi ojek online berdasar pada peninjauan keamanan dan 
ketertiban umum. 
Daerah mengizinkan meregulasi itu selama dia mengamati Undang- 
Undang pasal 65 Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang 
memberitahukan selama di gunakan untuk keperluan keamanan dan ketertiban 







































121Shintaloka Pradita Sicca. Alasan Kemenhub Tolak Terbitkan Regulasi Tentang 
Ojek Online. Di akses pada https://tirto.id/alasan-kemenhub-tolak-terbitkan-regulasi-tentang- 










Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang permasalahan, 
maka dapat di simpulkan sebagai berikut : 
1. Bentuk pengaturan hukum terhadap kendaraan transportasi umum di 
Indonesia di tetapkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2014 tentang transportasi jalan, yang hingga sampai 
sekarang di Indonesia belum ada ketentutan pengaturan hukum yang 
spesifik yang memuat atas kendaraan trasnportasi online, terdapat 
kosongnya aturan hukum pada ketentuan yang di berlakukan dengan 
tidak di bentuknya rancangan pengaturan kendaraan transportasi online, 
sebab besarnya kapasitas kendaraan trasnportasi online yang menjadi 
sarana kebutuhan bagi masyarakat umum perkiraan tiap harinya menjadi 
meningkat cukup besar angkanya. 
2. Sistem perlindungan hukum asuransi pelaku usaha jasa transportasi 
online yang melibatkan peran serta Jasa Raharja yang memberikan 
jaminan asuransi kecelakaan bagi korban yang menderita dengan dana 
santunan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk jaminan 
korban kematian atau hilangnya nyawa seseorang sebesar 








jasa yang menderita musibah kecelakaan, jika sudah mengusulkan claim 
terhadap Jasa Raharja, jadi lembaga perusahaan dari kendaraan 
transportasi online hanya di bebani sebanyak 20% dari total anggaran 
jaminan asuransi yang di bagikan dari Jasa Raharja dengan hasil 






Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang dapat di 
sampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Negara yang pengaturan kedaulatan pemerintahannya di landaskan atas 
hukum sebaiknya pemerintah menerbitkan aturan kebijakan hukum 
dengan menyesuaikan kemajuan di kalangan masyarakat umum, 
sehingga pengaturan hukum dapat layak menjadi alat angkut yang 
dijadikan sebagai pengendali masyarakat, pengaturan hukum dapat di 
amati sebagai alat angkut agar ketertiban di kalangan masyarakat umum 
bisa tercipta dengan baik, adanya peristiwa kevakuman (kosongnya) 
hukum membawa dampak masyarakat baik terhadap pelaku usaha 
ataupun terhadap pengguna jasa kendaraan transportasi online menjadi 
tidak memperoleh proteksi hukum. 
2. Kedudukan masyarakat sebagai konsumen tentunya harus menjadi 
konsumen yang teliti, memahami, dan paham atas hak yang di peroleh 





profitable bagi dirinya sendiri, antara lain yang di laksanakan pada 
perusahaan Go-Jek yaitu dengan membuat penetapan pembatasan 
kewajiban untuk konsisten dalam membagikan anggaran jaminan 
asuransi terhadap pengguna jasa yang sedang menderita musibah 
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